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 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Motivasi, Sikap Fiskus dan 
Sanksi Pajak Terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di 
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal.  
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data Primer. Metode 
analisis data yang digunakan adalah uji asumsi klasik, analisis regresi berganda, 
dan pengujian hipotesis yang terdiri dari Uji Simultan, Uji Parsial dan Koefisien 
Determinasi. 
 Dari hasil analisis data menunjukkan hasil perhitungan uji t untuk variabel 
Motivasi (X1) dengan nilai sig 0,197, hasil untuk variable sikap fiskus  (X2) 
dengan nilai Sig 0,000, hasil untuk variabel sanksi pajak (X3) dengan nilai sig 
0,000. Berdasarkan hasil uji F di peroleh angka sign 0,000 artinya ada pengaruh 
yang signifikan antara Motivasi (X1), sikap fiskus (X2) dan sanksi pajak (X3) 
secara bersama sama terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan 
(Y) sebesar (100% − 64,5% = 35,5%) dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 
diteliti. 
 
Kata Kunci : Motivasi, Sikap Fiskus, Sanksi Pajak, Partisipasi Pembayaran Pajak 



















 This study aims to determine the Motivation, Attitude of the Fiscal and 
Tax Sanctions Against the Participation of Payment for Land and Building Taxes 
in Tarub District, Tegal Regency. 
 The data used in this study is Primary data. The data analysis method 
used is the classic assumption test, multiple regression analysis, and hypothesis 
testing consisting of Simultaneous Tests, Partial Tests and Determination 
Coefficients. 
 From the results of data analysis shows the results of t test calculations 
for Motivation variables (X1) with a sig value of 0.197, the results for variable 
attitudes of tax authorities (X2) with a Sig 0,000 value, the results for tax sanction 
variables (X3) with a sig value of 0.000. Based on the results of the F test 
obtained a sign number 0,000 means that there is a significant influence between 
Motivation (X1), the attitude of tax authorities (X2) and tax sanctions (X3) 
together towards the participation in payment of land and building tax (Y) of 
(100% - 64.5% = 35.5%) influenced by other factors not examined. 
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A. Latar Belakang Masalah 
         Pajak dipahami sebagai iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) 
yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, 
dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan 
yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Pajak 
ditinjau dari siapa yang memungut pajak terdiri dari 2, yaitu pajak negara 
(pusat) dan pajak daerah (Resmi, 2017:8). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
merupakan salah satu jenis pajak daerah tersebut. Adapun dasar hukum Pajak 
Bumi dan Bangunan adalah Undang – Undang No 28 Tahun 2009 Tentang 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.  
         Di Indonesia pajak dibagi menjadi pajak pusat dan pajak daerah. Pajak 
pusat merupakan pajak yang pemungutan dan pengelolaannya di lakukan oleh 
pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak yang di kelola 
oleh Bupati atau Walikota yang bersangkutan kemudian di limpahkan kepada 
pemerintah kecamatan sebagai kepala wilayah dengan melibatkan seluruh 
perangkat yang ada di bawahnya yaitu perangkat desa atau kelurahan serta 







        Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak, khususnya PBB bagi 
pemerintah daerah sangat diperlukan. Dengan perkataan lain, pemerintah 
daerah dalam upaya meningkatkan perolehan pajak khususnya dari PBB perlu 
mendapat dukungan masyarakat dalam membayar PBB.  
Selama ini pemerintah Kabupaten Tegal telah mengupayakan peningkatan 
penerimaan PBB, hal ini mengingat PBB menjadi salah satu sumber 
pendapatan daerah. Oleh sebab itu masalah penerimaan dari sumber PBB 
sesungguhnya merupakan masalah partisipasi dari setiap wajib pajak untuk 
memenuhi kewajiban membayar PBB. Masalah partisipasi dari setiap wajib 
pajak ini dilihat darigejala angka tunggakan serta realisasi penerimaan PBB di 
Kabupaten Tegal menunjukkan derajatpartisipasi yang masih rendah. 
Sementara itu proses pemungutan PBB pada wajib pajak yang diberlakukan 
selama ini menunjukan adanya keterlibatan yang tinggi dari pemerintah 
desa/kelurahan, masih banyaknya PBB sektor pedesaan dan perkotaan di 
Kabupaten Tegal targetnya belum optimal tercapai, lambatnya SPT PBB 
sampai ke wajib pajak, lambatnya proses perubahan data wajib pajak dan 
masih banyak objek pajak yang belum terdata. Pada proses pembayaran Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) memerlukan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, 
masyarakat akan terlibat langsung dalam pembangunan sebagai dukungan 
terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan 
tujuannya oleh perencana (Soetrisno,2012) 
Pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pengetahuan masyarakat 





hal ini disadari oleh orang-orang yang berniat mulia untuk ikut membantu 
pemerintah mencerdaskan masyarakat dalam bidang perpajakan, walaupun ada 
beberapa yang didorong oleh alasan bisnis. Beberapa situs-web perpajakan, 
tempat di mana orang-orang bisa bertanya dan saling berbagi pengetahuan 
perpajakan banyak bermunculan.Namun demikian situs-web perpajakan 
tersebut dimanfaatkan oleh oleh WP yang memahami internet. 
Pengetahuan dalam kontek perpajakan lazim dipahami sebagai 
kemampuan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam mengetahui peraturan 
perpajakan baik itu soal tarif pajak berdasarkan undang – undang yang akan 
dibayar maupun manfaat pajak yang berguna bagi wajib pajak.Dengan adanya 
pengetahuan perpajakan tersebut akan membantu partisipasi wajib pajak dalam 
membayar pajak.  
Di wilayah Kecamatan Tarub, secara  mayoritas belum memikirkan untuk 
meningkatkan pengetahuan pajaknya melalui situs-web perpajakan, dan belum  
pemahaman terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Hal ini mengingat 
keterbatasan pengetahuan WP PBB, baik keterbatasan pendidikan formal, 
maupun pendidikan nor-formal. Bahkan  sampai saat ini yang diketahui oleh 
WP tersebut, hanya berusaha melunasi PBB sesuai dengan jumlah pajak yang 
wajib dibayar apabila SPPT PBB telah disampaikan oleh petugas 
kelurahan/desa. 
Pemenuhan kewajiban perpajakan di Indonesia dilaksanakan dengan 
sistem self assessment. Dengan adanya sistem self assessment, pemerintah 





menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan kewajiban 
pajaknya kepada negara dengan kesadaran sendiri.BPKAD (Badan Pengelolan 
Keuangan dan Aset Daerah) Kabupaten Tegal saat ini dapat memproses 
seluruh pembayaran Pajak termasuk PBB baik Perkotaan maupun Perdesaan 
(Siti Kurnia Rahayu, 2017:111). 
       Sistem self assessment secara umum tentu tidak dapat optimal bila tidak 
didukung oleh  sikap fiskus terhadap WP. Sikap fiskus khususnya terkait 
dengan pembayaran PBB masih dikesankan kurang objektif khususnya 
terhadap WP PBB Perdesaan. Hal ini terindikasi bila terjadi kesalahan dalam 
jumlah tagihan dalam SPPT PBB, pada umumnya fiskus yang tidak 
memberikan solusi namun dikesankan menyalahkan sistem komputernya (Siti 
Resmi, 2017:118). 
      Sikap fiskus dipahami sebagai pernyataan evaluatif baik yang 
menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa. Kepatuhan 
wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak tergantung pada 
bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu pelayanan yang terbaik 
kepada wajib pajak. Selama ini peranan fiskus memiliki lebih banyak peran 
sebagai seorang pemeriksa. Padahal untuk menjaga agar wajib pajak tetap 
patuh terhadap kewajiban perpajakannya dibutuhkan peran lebih dari sekedar 
pemeriksa (Robbinson, 2011). 
Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi 
pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan.Fenomena yang 





langsung para wajib pajak yang tidak membayar PPB-nya.Karena tidak 
dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap 
remeh kewajibannya, bahkan masyarakat khususnya WP PBB kurang memiliki 
motivasi untuk membayar pajak (Mardiasmo, 2013:363). 
      Dalam rangka menumbuhkan motivasi masyarakat dalam hal membayar 
pajak, maka aparat pajak harus melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
mengenai manfaat pajak dan menumbuhkan partisipasi  bahwa pajak 
digunakan untuk keperluan negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. 
Saat ini yang terjadi bagi WP PBB di wilayah Kecamatan Tarub masih 
memiliki motivasi membayar pajak yang rendah. Hal ini terindikasi dari 
sebagian besar  WP selalu membayar pajak PBB setelah masa pajak berakhir 
sehingga banyak terkena sanksi denda.   
      Fenomena partisipasi masyarakat dalam pembayaran wajib pajak PBB yang 
terjadi di Kabupaten Tegal khususnya di Wilayah Kecamatan Tarub, tidak 
terpenuhinya target penerimaan PBB lunas 100%. Data yang diperoleh dari 
Kantor kecamatan Tarub, bahwa pada tahun 2017 target yang dicapai PBB 
perkotaan dengan jumlah 8 desa  hanya 76,34% sedangkan target penerimaan 
PBB perdesaan dengan 20 desa hanya 77,35%.Salah satu faktor tidak 
terpenuhinya target penerimaan PBB (SPT Sawah), akibat gagal panen dimana 
petani tidak memperoleh pendapatan, sehingga tidak mampu membayar 
(menunggak) PBB. Namun demikian, pemerintah tetapberupaya untuk 
mensosialisasikan pembayaran PBB melalui spanduk yang dipasang di kantor 





        Dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Frengki C H (2008) 
Rizaldi Saputra (2013), Yuni Setyowati dan Amanita Novi Yushita (2017), 
Johanes Herbert Tene, dkk (2017) tentang faktor-faktor yang mempengaruhi 
partisipasi ajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan berpengaruh 
signifikan terhadap partisispasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. 
      Penelitian ini merupakan pengembangan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan Frengki C H (2008). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Frengki C H Siahaan (2008) terletak pada variabel, tahun 
penelitian dan objek penelitian. Pada penelitian ini penulis menambahkan satu 
variabel yaitu sikap fiskus. Tahun yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
2018. Penelitian ini memilih objek pada Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 
      Dari uraian latar belakang tersebut peneliti merasa tertarik dan ingin 
melakukan penelitian di tempat lain guna mengetahui bagaimana partisipasi 
masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan, sehingga peneliti 
mengambil judul : “Pengaruh Motivasi, Sikap Fiskus, dan Sanksi Pajak 
terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal”. 
B. Perumusan Masalah 
        Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka  perumusan masalah 
dalam penelitian ini dapat dikemukakan sebagai berikut. 
1. Apakah pengaruh motivasi terhadap partisipasi pembayaran  Pajak Bumi 





2. Apakah pengaruh sikap fiskus terhadap partisipasi pembayaran  Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal? 
3. Apakah pengaruh sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran  Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal? 
 
C. Tujuan  
     Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka dapat dikemukakan 
tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  
1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap partisipasi pembayaran  
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 
2. Untuk mengetahuipengaruh sikap fiskus terhadap partisipasi pembayaran  
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran  
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka manfaat yang dapat diperoleh 
dari penelitian ini, sebagai berikut : 
1. Manfaat Praktis 
Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat praktis antara 
lain sebagai berikut : 





Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan ilmu perpajakan, 
khususnya tentang motivasi, sikap fiskus, dan sanksi pajak terhadap 
partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 
b. Bagi Masyarakat 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 
pemahaman masyarakat mengenai pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
 
c. Bagi Instansi 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan 
informasi dan evaluasi atas kinerja pemerintah. 
2. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini secara teoritis dapat dijadikan dasar atau 
pedoman bagi wajib pajak baik wajib pajak orang maupun badan, untuk 
memahami hal-hal yang berkaitan dengan motivasi, sikap fiskus, dan 
sanksi pajak secara simultan terhadap partisipasi pembayaran Pajak 













A. Landasan Teori 
1.  Pajak 
a. Pengertian Pajak 
Ada bermacam-macam definisi tentang pajak menurut para 
ahli(Waluyo,2008) diantaranya adalah : 
1) Prof. Dr. P. J. A. Adriani  
Pajak adalah iuran masrayakat kepada negara (yang dapat 
dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut 
peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat 
prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya 
adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum 
berhubungan tugas-tugas negara untuk menyelenggarakan 
pemerintahan. 
2) Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH. 
Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-
undang(yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal 
yang langsung dapat ditunjukan dan yang digunakan untuk 
membayar pengeluaran umum. 
         Berdasarkan pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa 






yang dikenakan kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa 
ada imbalan berdasarkan undang-undang dan dibayarkan kepada 
pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran tersebut 
untuk membiayai pengeluaran negara, yaitu pengeluaran-pengeluaran 
yang bermanfaat untuk masyarakat luas. 
b. Fungsi pajak 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan 
bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak 
merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua 
pengeluaran pembangunan. Ada dua fungsi pajak, yaitu fungsi budgetair 
dan fungsi mengatur (regulerend). Fungsi budgetair maksudnya adalah 
pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 
pengeluaran-pengeluarannya, sedangkan fungsi mengatur dapat diartikan 
pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 
pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi (Mardiasmo,2016). 
Beberapa fungsi pajak juga dapat dijelaskan sebagai berikut : 
1) Fungsi anggaran (budgetair / financial) 
Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk 
membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan 
tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara 
membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. 
Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja 





pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan 
pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran 
rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan 
sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat 
ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 
2.    Fungsi mengatur (regulerend) 
Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui 
kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan 
sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka 
menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, 
diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka 
melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk 
yang tinggi untuk produk luar negeri. Jadi kesimpulannya adalah 
fungsi pajak yaitu sebagai sumber dana bagi pemerintah yang 
berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah dan 
mengatur kebijaksanaan pajak untuk mencapai tujuan yang 
pemerintah. 
c. Jenis – Jenis Pajak 
Pemerintah telah menetapkan bagi hasil pajak antara pusat dan 
daerah,bagi hasil tersebut dalam APBD dapat diketahui dari jenis-jenis 






1) Pajak Pusat atau Pajak Negara adalah pajak yang wewenang 
pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksnaannya 
dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktoral Jenderal 
Pajak (Suandy,2008). Yang tergolong jenis pajak ini adalah : Pajak 
Penghasilan (PPh),Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas 
Barang Mewah (PPN &PPn BM), Bea Materai, Pajak Bumi dan 
Bangunan (PBB), dan BeaPerolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 
(BPHTB) (Mardiasmo,2016) 
2) Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pajak, adalah iuran wajib yang 
dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan 
langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk 
membiayai penyelenggaraan pemerintah Daerah dan pembangunan 
Daerah(Mardiasmo, 2016). 
Pajak Daerah dibagi menjadi 2 bagian (Mardiasmo, 2016), yaitu : 
1) Pajak Propinsi, terdiri dari : 
a) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. 
b) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Diatas Air. 
c) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor. 
d) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan 
AirPermukaan. 
2) Pajak Kabupaten/Kota, terdiri dari : 





b) Pajak Restoran. 
c) Pajak Hiburan. 
d) Pajak Reklame. 
e) Pajak Penerangan jalan. 
f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C. 
g) Pajak Parkir  dan   
h) Pajak lain-lain. 
d. Tata Cara Pemungutan Pajak 
Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang 
biasadilakukan (Suandy, 2008), yaitu : 
1) Asas Domisili (Tempat Tinggal) 
Dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau 
tempat tinggal Wajib Pajak dalam suatu negara. Negara dimana 
Wajib Pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap 
Wajib Pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan 
tersebut diperoleh,baik dari dalam negeri maupun luar negeri dan 
melihat kebangsaan atau kewarganegaraan Wajib Pajak tersebut. 
2) Asas Sumber 
Pemungutan pajak didasarkan pada sumber 
pendapatan/penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara 
yang menjadi sumber pendapatan/penghasilan tersebut berhak 
memungut pajak tanpa memperhatikan domisili dan 





3) Asas Kebangsaan (Nationaliteit) 
Pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau 
kewarganegaraan dari Wajib Pajak, tanpa melihat dari mana sumber 
pendapatan / penghasilan tersebut maupun di negara mana 
tinggal(domisili) dari Wajib Pajak yang bersangkutan. 
e. Sistem Pemungutan Pajak 
Pada dasarnya terdapat 3 sistem pemungutan pajak yang berlaku 
(Suandy,2008), yaitu : 
1) Official Assesment System 
Official Assesment System adalah sistem pemungutan pajak dimana 
jumlah pajak yang harus dilunasi atau terutang oleh Wajib Pajak 
dihitung dan ditetapkan oleh Fiskus/aparat pajak. Maka, dalam sistem 
ini WajibPajak bersifat pasif sedangkan Fiskus bersifat aktif. Dengan 
demikian,jika dihubungkan dengan ajaran timbulnya utang pajak, 
maka Official Assesment System sesuai dengan timbulnya utang pajak 
menurut ajaran formil, artinya utang pajak timbul apabila sudah ada 
ketetapan pajak dari Fiskus. 
Ciri-cirinya : 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
fiskus. 
b) Wajib pajak bersifat pasif. 






2) Self Assessment System 
Self Assessment System adalah sistem pemungutan pajak, dimana 
Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan 
melaporkan jumlah pajak yang terutang. Untuk mensukseskan sistem 
Self Assessment Systemini dibutuhkan beberapa prasyarat dari Wajib 
Pajak,antara lain kesadaran Wajib Pajak (Tax consciousness), 
kejujuran Wajib Pajak, kemauan membayar pajak dari Wajib Pajak 
(Tax mindedness), dan kedisiplinan Wajib Pajak (Tax disciplin). 
Ciri-cirinya : 
a) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada 
wajib pajak sendiri. 
b) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan 
melaporkan sendiri pajak yang terutang. 
c) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 
3) Withholding System 
Withholding System adalah sistem pemungutan pajak dimana 
besarnya pajak terhutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga. 
Pihak ketiga yang dimaksud antara lain pemberi kerja dan 
bendaharawan pemerintah. 
Ciri-cirinya : 
Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang adapada pihak 






f. Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan 
1) Definisi Wajib Pajak 
Definisi Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi 
pembayar pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan 
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan(Suandy, 2008). Wajib Pajak adalah orang 
pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban 
perpajakan termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak 
tertentu”.(Undang-Undang No.16 Tahun 2000 Pasal 1 angka 1 tentang 
ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan). Berdasarkan definisi 
wajib pajak diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak adalah orang 
pribadi atau badan yang diwajibkan untuk memenuhi kewajiban 
perpajakannya yang meliputi pemungut pajak, pemotong pajak, dan 
pembayar pajak berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan yang berlaku. 
2) Kewajiban dan Hak Wajib Pajak 
Kewajiban wajib pajak (Mardiasmo, 2016) antara lain: 
a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP 
b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP 





d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan 
memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang 
telah ditentukan 
e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan 
f) Jika diperiksa wajib : 
(1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau 
catatan,dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain 
yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, 
kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang 
terutang pajak. 
(2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau 
ruanganyang dipandang perlu dan memberikan bantuan guna 
kelancaran pemeriksaan. 
g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, 
atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat 
oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk 
merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan 
pemeriksaan. 
Berikut ini adalah Hak Wajib Pajak (Mardiasmo, 2016) : 
(1) Mengajukan keberatan dan surat banding. 
(2) Menerima tanda bukti pmasukan SPT. 
(3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan. 





(5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran 
pembayaran pajak. 
(6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan 
dalam surat ketetapan pajak. 
(7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak. 
(8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan 
sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah. 
(9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban 
pajaknya. 
(10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak. 
3) Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Definisi Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang diberikan 
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 
(Mardiasmo, 2016). Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah 
nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban 
perpajakannya yang berfungsi untuk menjaga ketertiban dalam 






Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan 
kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan 
yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib 
Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya 
(Suandy, 2008). Berdasarkan beberapa definisi diatas dapat 
disimpulkan bahwa Nomor Pokok Wajib Pajak adalah nomor yang 
diberikan kepada Wajib Pajak sebagai identitas Wajib Pajak atau 
tanda pengenal diri yang digunakan untuk sarana administrasi 
perpajakan. 
4) Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Fungsi dari NPWP yaitu sebagai tanda pengenal diri atau identitas 
Wajib Pajak dan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak 
dan dalam pengawasan administrasi perpajakan (Waluyo, 2008:24). 
NPWP wajib dipunyai oleh semua wajib pajak, tetapi untuk satu wajib 
pajak hanya mempunyai satu NPWP, walaupun mempunyai dari satu 
penghasilan. Fungsi dari NPWP (Suandy, 2008:111) adalah sebagai 
berikut : 
a) Nomor Pokok Wajib Pajak adalah suatu sarana dalam administrasi 
perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau 
identitas Wajib Pajak, oleh karena itu kepada setiap wajib pajak 





b) Nomor Pokok Wajib Pajak juga dipergunakan untuk menjaga 
ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan 
administrasi perpajakan. 
Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, Wajib Pajak 
diwajibkan mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak yang 
dimilikinya. 
5) Cara Memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 
Setiap wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 
dan Wajib Pajak Badan, wajib mendaftarkan diri pada Kantor 
Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat 
tinggal atau kedudukan Wajib Pajak untuk dicatat sebagai Wajib 
Pajak dan sekaligus kepadanya diberikan NPWP. Kewajiban 
mendaftarkan ini berlaku pula terhadap wanita kawin yang dikenakan 
pajak secara terpisah berdasarkan perjanjian pemisahan penghasilan 
dan harta. 
Terhadap Wajib Pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk 
mendaftarkan NPWP dapat pula WP memperoleh secara jabatan yaitu 
apabila berdasarkan data ternyata orang pribadi atau badan 
mempenuhi syarat untuk diberikan NPWP. Oleh karena itu, Wajib 
Pajak atau yang diberi kuasa khusus untuk mendaftarkan diri untuk 
memperoleh wajib mengisi, menandatangani, dan menyampaikan 





Selanjutnya Kantor Pelayanan Pajak menerbitkan Surat Keterangan 
Terdaftar dengan jangka waktu paling lama pada hari kerja berikutnya 
setelah permohonan pendaftaran serta persyaratannya diterima secara 
lengkap. Wajib Pajak yang telah terdaftar yaitu Wajib Pajak yang 
telah terdaftar dalam tata usaha Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan 
telah diberikan NPWP yang terdiridari 15 (lima belas) digit, yaitu 9 
(sembilan) digit pertama merupakan kode Wajib Pajak dan 6 (enam) 
digit berikutnya merupakan kode administrasi pajak diberikan kartu 
NPWP ini diterbitkan oleh KPP (Waluyo, 2008:25). 
6) Wajib Pajak Yang Wajib Mendaftarkan dan Mendapatkan NPWP 
Berikut ini adalah wajib pajak yang wajib mendaftarkan dan 
mendapatkan NPWP (Suandy, 2008:112) : 
a) Badan. 
b) Perorangan, yang mempunyai penghasilan di atas PTKP (jika hanya 
bekerja pada satu pemberi kerja tidak wajib). 
g. Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 
1)Dasar Hukum 
Dasar hukum Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah Undang-
Undang No.12 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang No.12tahun 1994 (Mardiasmo, 2009:20). 
2) Pengertian Pajak Bumi dan Bangunan 
   Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan pedalaman 





Indonesia. (Mardiasmo,2009:311). Bangunan adalah konstruksi teknik 
yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan atau 
perairan (Mardiasmo, 2009:311). Yang dimaksud dengan Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam arti 
besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu 
bumi/tanah dan atau bangunan (Undang-Undang Nomor12 tahun 
1994). Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan 
terhadap objek pajak berupa bumi dan/atau bangunan (Setiawan dan 
Hardi,2006:125). Sedangkan menurut (Waluyo, 2010:196) Pajak 
Bumi dan Bangunan adalah Pajak yang bersifat kebendaan dalam arti 
besarnya pajak terutangd itentukan oleh keadaan Objek Pajak yaitu 
Bumi dan Bangunan, keadaanSubjek ( siapa yang membayar ) tidak 
ikut menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang. Berdasarkan 
definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Pajak Bumi danBangunan 
adalah pungutan pajak yang dikenakan terhadap bumi yang meliput 
tanah dan perairan pedalaman (termasuk rawa-rawa, tambak, perairan) 
serta laut wilayah Republik Indonesia dan atau bangunan yang 
meliputi konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap 
pada tanah dan atau perairan. 
3) Asas Pajak Bumi dan Bangunan 
Berikut ini adalah asas-asas Pajak Bumi dan Bangunan 
(Mardiasmo, 2009:311) : 





b) Adanya kepastian hokum. 
c) Mudah dimengerti dan adil. 
d) Menghindari pajak berganda. 
4) Termasuk Dalam Pengertian Bangunan 
Berikut ini yang termasuk dalam pengertian bangunan baik 
pendirian untuk perumahan tempat tinggal, tempat usaha, dan tempat 
yang diusahakan lainnya menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 
12 tahun 1994 adalah : 
a) Jalan lingkungan dalam satu kesatuan dengan komplek bangunan. 
b) Jalan tol, galangan kapal, dermaga. 
c) Tempat olahraga, kolam renang. 
d) Pagar mewah, Tarub mewah 
e) Tempat penampungan/kilang minyak, air, dan gas, pipa minyak. 
f) Fasilitas lain yang memberikan manfaat. 
 
 
5) Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) 
Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan 
untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek 
pajakdan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Suandy, 
2008). Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 definisi Surat 





Wajib Pajak untuk melaporkan data objek menurut ketentuan Undang-
Undang Pajak Bumi danBangunan. 
6) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) 
Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 1985 Pasal 10 ayat 1 
Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) adalah surat yang 
digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membantu atau 
memberitahukan besarnya pajakterutang kepada Wajib Pajak. 
Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan surat SPPT (Surat 
Pemberitahuan Pajak Terutang) berdasarkan SPOP (Surat 
Pemberitahuan Objek Pajak) wajib pajak. 
7) Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) 
Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) adalah harga rata-rata yang 
diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan 
bilamana tidak terdapat transaksi jual beli. Nilai Jual Objek Pajak 
ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang 
sejenis, atau Nilai Jual Objek Pajak Pengganti (Mardiasmo, 2016). 
Yang dimaksud dengan : 
a) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, adalah suatu 
pendekatan/metode penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan 
cara membandingkan dengan objek pajak lain yang sejenis, yang 






b) Nilai Perolehan Baru adalah suatu cara pendekatan/metode 
penentuan nilai jual suatu objek pajak dengan cara menghitung 
seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh objek tersebut 
pada saat penilaian dilakukan, yang dikurangi dengan penyusutan 
berdasarkan kondisi fisikobjek tersebut. 
c) Nilai Jual Pengganti adalah suatu pendekatan/ metode penentuan 
nilai jualsuatu objek pajak yang berdasarkan pada hasil produksi 
objek pajaktersebut. 
Besarnya NJOP ditentukan berdasarkan klasifikasi : 
a) Objek pajak sektor peedesaan. 
b) Objek pajak sektor perkebunan. 
c) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusaha hutan, hak 
pengusahahasil hutan, izin pemanfaatan kayu serta izin sah lainnya 
selain hakpengusaha hutan tanaman industri. 
d) Objek pajak sektor kehutanan atas hak pengusahaan hutan 
tanamanindustri. 
e) Objek pajak sektor pertambangan minyak dan gas bumi. 
f) Objek pajak sektor pertambangan energi panas bumi. 
g) Objek pajak sektor pertambangan non migas selain penambangan 
energy panas bumi dan galian C. 
h) Objek pajak sektor pertambangan non migas galian C. 
i) Objek pajak sektor pertambangan yang dikelola berdasarkan karya 





j) Objek pajak bidang usaha perikanan laut. 
k) Objek pajak bidang usaha perikanan darat. 
l) Objek pajak yang bersifat khusus. 
8) Objek Pajak 
Yang menjadi objek pajak PBB adalah bumi dan atau bangunan. 
Klasifikasi bumi dan bangunan adalah pengelompokan bumi dan 
bangunan menurut nilai jualnya dan digunakan sebagai pedoman, 
serta untuk memudahkan perhitungan pajak yang terutang 
(Mardiasmo, 2016). 
Dalam menentukan klasifikasi bumi/tanah diperhatikan faktor-




d) Kondisi lingkungan dan lain-lain. 
Dalam menentukan klasifikasi bangunan diperhatikan faktor-faktor 
sebagaiberikut : 
a) Bahan yang digunakan. 
b) Rekayasa. 
c) Letak. 
d) Kondisi lingkungan dan lain-lain. 
Pada dasarnya semua tanah dan bangunan yang berada di wilayah 





terhadap tanah dan bangunan tertentu dapat dikecualikan atau tidak 
dikenakan pungutan Pajak Bumi dan Bangunan. 
Objek pajak atau tanah dan bangunan yang dikecualikan/tidak 
dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan (Mardiasmo, 2016) adalah 
sebagai berikut : 
a) Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan 
tidak untuk mencari keuntungan, antara lain : 
(1) Dibidang ibadah, contoh : masjid, gereja, vihara, pura. 
(2) Dibidang sosial, contoh : panti asuhan, tanah wakaf. 
(3) Di bidang kesehatan, contoh : rumah sakit pemerintah. 
(4) Di bidang pendidikan, contoh : sekolah/ madrasah, pesantren. 
(5) Di bidang kebudayaan nasional, contoh : museum, candi. 
b) Digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang 
sejenis dengan itu. 
c) Merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, Taman 
nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah 
negara yang belum dibebani sesuatu hak dan lain-lain. 
d) Tanah atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatic 
atau konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik. Artinya 
bilatanah/gedung perwakilan RI dinegara tertentu tidak dikenai 
PBB,hal yang sama kita perlakukan terhadap tanah/gedung Negara 





e) Bangunan yang digunakan oleh perwakilan organisasi 
internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. 
f) Objek pajak yang digunakan oleh Negara untuk penyelenggaraan 
pemerintahan, penentuan pengenaan pajaknya diatur lebih lanjut 
dengan peraturan pemerintah. 
g) Besarnya Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP) 
ditetapkan untuk masing-masing kabupaten/kota dengan besar 
setinggi-tingginya Rp.12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) untuk 
setiap wajib pajak, yangdiberikan NJOPTKP hanya salah satu 
objek pajak yang nilainya terbesar,sedangkan objek pajak lainnya 
tetap dikenakan secara penuh tanpadikurangi NJOPTKP. 
9) Subjek Pajak 
Berikut ini yang menjadi subjek pajak (Mardiasmo, 2009:316) 
yaitu : 
a) Yang menjadi subjek pajak adalah orang atau badan yang secara 
nyata mempunyai suatu hak atas bumi, dan atau memperoleh 
manfaat atas bumi,dan atau memiliki, menguasai, dan atau 
memperoleh manfaat atas bangunan. Dengan demikian tanda 
pembayaran/ pelunasan pajak bukan merupakan bukti kepemilikan 
hak. 
b) Subjek pajak sebagaimana dimaksud dalam no.1 yang dikenakan 





c) Dalam hal atas suatu objek belum jelas diketahui wajib pajaknya, 
Direktur Jenderal Pajak dapat menetapkan subjek pajak 
sebagaimana dimaksud dalam no.1 sebagai wajib pajak. 
d) Subjek pajak yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam no.3 
dapat memberikan keterangan secara tertulis kepada Direktur 
Jenderal Pajakbahwa ia bukan wajib pajak terhadap objek pajak 
dimaksud. 
e) Bila keterangan yang diajukan oleh wajib pajak dalam no.4 
disetujui,maka Direktorat Jenderal Pajak membatalkan penetapan 
sebagai wajibpajak sebagaimana dalam no.3 dalam jangka waktu 
satu bulan sejak diterimanya surat keterangan dimaksud. 
f) Bila keterangan yang diajukan itu tidak disetujui, maka Direktur 
JenderalPajak mengeluarkan surat keputusan penolakan dengan 
disertai alasan -alasannya. 
g) Apabila setelah satu bulan sejak tanggal diterimanyaketerangan 
sebagaimana dalam no.4 Direktur Jenderal Pajak tidakmemberikan 
keputusan, maka keterangan yang diajukan itu dianggapdisetujui. 
10) Tarif Pajak 
Berdasarkan Pasal 5 UU No. 12 Tahun 1985 jo. UU No.12 Tahun 
1994 tarif pajak yang dikenakan atas objek pajak adalah sebesar 0,5% 







11) Dasar Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan 
Dasar pengenaan PBB adalah "Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)". 
Besarnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) ditetapkan setiap tiga tahun 
oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak atas nama 
Mentri Keuangan dengan mempertimbangkan pendapat 
Gubernur/Bupati/Walikota (Pemerintah Daerah) setempat. Dasar 
perhitungan pajak adalah yang ditetapkan serendah-rendahnya20% 
dan setinggi-tingginya 100% dari Nilai Jual Objek Pajak(NJOP). 
Besarnya persentase ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dengan 
memperhatikan kondisi ekonomi nasional. NJOP ditentukan 
perwilayah berdasarkan keputusan Kepala Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak dengan terlebih dahulu memperhatikan : 
a) Harga rata-rata diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi 
secara wajar. 
b) Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang 
letaknyaberdekatan dan telah diketahui harga jualnya. 
c) Nilai perolehan baru. 
d) Penentuan nilai jual objek pengganti. 
12) Cara Menghitung Pajak 
Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengkalikan tarif 
pajakdengan NJKP (Mardiasmo, 2016).Besarnya persentase NJKP 
ditentukan sebagai berikut : 





(1) Objek pajak perkebunan. 
(2) Objek pajak kehutanan. 
(3) Objek pajak lainnya, yang wajib pajak perseorangan dengan 
NJOPatas bumi dan bangunan sama atau lebih dari Rp 
1.000.000.000,00(satu milyar rupiah). 
b) Sebesar 20% dari NJOP untuk : 
(1) Objek pajak pertambangan; 
(2) Objek pajak lainnya yang NJOP kurang dari 1.000.000.000,00 
(satumilyar rupiah). 
(3) Rumus penghitungan PBB = Tarif x NJKP 
Jika NJKP = 40% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB 
= 0,5% x 40% x (NJOP-NJOPTKP) 
= 0,2% x (NJOP-NJOPTKP) 
Jika NJKP = 20% x (NJOP - NJOPTKP) maka besarnya PBB 
= 0,5% x 20% x (NJOP-NJOPTKP) 
= 0,1% x (NJOP-NJOPTKP) 
13) Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang Menentukan Pajak Terutang 
Pajak Bumi dan Bangunan = Tarif Pajak x NJKP 
= 0,5% x [Persentase NJKP x (NJOP-NJOPTKP)] 
Berikut ini adalah Tahun Pajak, Saat, Dan Tempat Yang 
MenentukanPajak Terutang (Mardiasmo, 2016) : 





b) Jangka waktu satutahun takwim adalah dari 1 Januari sampai 31 
Desember. 
c) Saat yang menentukan pajak yang terutang adalah menurut 
keadaanobjek pajak pada tanggal 1 Januari. 
d) Tempat pajak yang terutang : 
(1) Untuk daerah Jakarta, di wilayah Ibukota Jakarta. 
(2) Untuk daerah lainnya, di wilayah Kabupaten/ Kota. 
Tempat pajak yang terutang untuk Batam, di wilayah Riau. 
14) Surat Pemberitahuan Objek Pajak, Surat Pemberitahuan Pajak 
Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
Berikut ini adalah Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), 
SuratPemberitahuan Pajak Terutang (SPPT), dan Surat Ketetapan 
Pajak (SKP)(Mardiasmo, 2018) : 
a) Dalam rangka pendataan, subjek pajak wajib mendaftarkan 
objek pajaknyadengan mengisi SPOP. 
b) SPOP harus diisi dengan jelas, benar dan tepat waktu 
sertaditandatangani dan disampaikan kepada Dirjen Pajak yang 
wilayahkerjanya meliputi letak objek selambat-lambatnya 30 
hari setelah tanggalditerimanya SPOP oleh subjek pajak. 
c) Ditjen Pajak akan menerbitkan SPPT berdasarkan SPOP 
yangditerimanya. 
d) Direktur Jenderal Pajak dapat mengeluarkan Surat Ketetapan 





(1) Apabila SPOP tidak disampaikan dan setelah ditegur secara 
tertulistidak disampaikan sebagaimana ditentukan dalam 
surat teguran. 
(2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain 
ternyatajumlah pajak yang terutang seharusnya lebih besar 
dari jumlah pajakyang dihitung berdasarkan SPOP yang 
disampaikan oleh wajibpajak. 
e) Jumlah pajak yang terutang dalam SKP sebagaimana dimaksud 
dalam no.4huruf a adalah pokok pajak ditambah dengan denda 
administrasi sebesar25% dihitung dari pokok pajak. 
f) Jumlah pajak uang terutang dalam SKPKB sebagaimana 
dimaksud dalamNo.4 huruf b, adalah selisih pajak yang terutang 
berdasarkan hasilpemeriksaan atau keterangan lain dengan pajak 
yang terutang yangdihitung berdasarkan SPOP ditambah denda 
administrasi sebesar 25%dari selisih pajak yang terutang. 
2. Partisipasi 
a. Pengertian Partisipasi 
           Menurut Sukanto (2011) kata partisipasi merupakan pinjaman dari 
bahasa Belanda “participatie” atau dari bahasa inggris “participation” 
yang sebenarnya dari bahasa latin berarti participation terdiri dari dua 
suku kata yaitu “pas” yang berarti dari bagian, dan kata “cepere” berarti 
pengambilan bagian. Kata participation itu sendiri berasal dari kata kerja 





mengandung pengertian aktif yaitu adanya suatu aktivitas ambil bagian 
dan ikut serta. 
           Soetrisno (2012) memberikan dua macam definisi tentang partisipasi 
rakyat (masyarakat) dalam pembangunan, yaitu: pertama, partisipasi 
rakyat dalam pembangunan sebagai dukungan rakyat terhadap 
rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan ditentukan tujuannya 
oleh perencana. Ukuran tinggi rendahnya partisipasi rakyat dalam 
definisi ini diukur dengan kemauan rakyat untuk ikut bertanggungjawab 
dalam pembiayaan pembangunan, baik berupa uang maupun tenaga 
dalam melaksanakan proyek pembangunan pemerintah.Kedua partisipasi 
rakyat merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat, 
dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan 
hasil pembangunan yang telah dicapai. 
            Ukuran tinggi rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya diukur 
dengan kemauan rakyat untuk menanggung biaya pembangunan, tetapi 
juga dengan ada tidaknya hak rakyat untuk ikut menentukan arah dan 
tujuan proyek yang akan dibangun di wilayah mereka.  
            Partisipasi berarti “ mengambil bagian” atau menurut Hoofsteede 
“The taking part in one or more phases of the process” partisipasi berarti 
ambil dalam suatu tahap atau lebih dari suatu tahap atau lebih dari suatu 





1) Partisipasi berarti apa yang kita jalankan adalah bagian dari usaha 
bersama yang dijalankan bahu membahu dengan saudara kita 
sebangsa dan setanah air untuk membangun masa depan bersama. 
2) Partisipasi berarti pula sebagai kerja untuk mencapai tujuan bersama 
diantara semua warga negara yang mempunyai latar belakang 
kepercayaan yang beraneka ragam dalam negara pancasila. 
3) Partisipasi tidak hanya berarti mengambil bagian dalam pelaksanaan-
pelaksanaan perencanaan pembangunan. 
4) Partisipasi dalam pembangunan berarti mendorong kearah 
pembangunan yang serasi dengan harkat martabat manusia. 
Menurut pendapat Westra (2010) bahwa partisipasi mencakup 3 segi 
yaitu sebagai berikut: 
1) Dalam partisipasi ditelaah adanya penyertaan pikiran dan perasaan 
dan bukan terutama pada penyertaan fisik. 
2) Terdapat usaha untuk memberikan motivasi kepada orang-orang untuk 
menyumbangkan kemampuan berfikir kreatif serta inisiatifnya dapat 
timbul dan dijuruskan kepada tujuan kelompoknya. 
3) Disamping itu terdapat pengertian yang mendorong pekerja untuk 
dapat bertanggung jawab dalam kegiatan-kegiatan organisasi. 
Berdasarkan pendapat di atas ada 3 hal pokok yang perlu mendapat 
perhatian yaitu: 
1) Bahwa partisipasi sesungguhnya merupakan keterlibatan dan perasaan 





2) Adanya kesediaan untuk memberikan suatu sumbangan kepada usaha 
untuk mencapai tujuan kelompok ini berarti terdapat rasa senang, suka 
rela untuk membantu kelompok. 
3) Terdapat persetujuan yang mendorong anggota untuk serta 
bertanggung jawab dalam kegiatan organisasi. 
Selanjutnya Keith Davis berpendapat bahwa agar pelaksanaan partisipasi 
dapat berjalan efektif, persyaratan yang perlu dipenuhi antara lain: 
1) Perlu waktuuntuk berpartisipasi sebelum berlangsung suatu kegiatan. 
2) Subyek partisipasi perlu relevan dengan kepentingan manusianya atau 
masyarakatnya. 
3) Orang-orang yang berpartisipasi harusnya mampunyai kemampuan 
seperti halnya kecerdasan dan pengetahuan. 
4) Orang yang berpartisipasi perlu adanya hubungan timbal balik dengan 
bahasanya sendiri yang bisa dimengerti untuk dapat bertukar pikiran. 
5) Tidak ada salah satu pihakpun yang bisa atau merasa diriny terganggu 
karena partisipasi. 
6) Biaya kegiatan partisipasi tidak boleh melampaui nilai ekonomi. 
7) Partisipasi adalah memutuskan untuk melaksanakan kegiatan. 
Hal ini dinyatakan oleh Siagian (2008) bahwa partisiasi masyarakat 
mutlak diperlukan, oleh karena itulah yang pada akhirnya melaksanakan 
berbagai kegiatan di dalam pembangunan, rakyat dapat memegang 






b.Tahap-Tahap Partisipasi Masyarakat 
Partisipasi masyarakat ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan 
yang terstruktur dan terencana. Tahapan tersebut ialah : 
1) Tahap partisipasi dalam pengambilan keputusan. 
Setiap program pembangunan masyarakat (termasuk pemanfaatan 
suber daya lokal dan alokasi anggarannya) pada umumnya ditetapkan 
sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam hal ini lebih mencerminkan 
sifat kebutuhan kelompok-kelompok elit yang berkuasa dan kurang 
mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena 
itu, partisipasi masyarakat dalam pembangunan perlu ditumbuhkan 
melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak 
berpartispasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang 
program pembangunan di tingkat lokal (Mardikanto,2001). 
2) Tahap partisipasi dalam perencanaan kegiatan. 
Slamet (2013) membedakan tingkatan partisipasi yaitu partisipasi 
dalam tahap perencanaan, partisipasi dalam tahap pelaksanaan, 
partisipasi dalam tahap pemanfaatan.Partisipasi tahap perencanaan 
merupakan tahapan yang paling tinggi tingkatannya diukur dari 
derajat keterlibatannya.Dalam tahap perencanaan, orang sekaligus 
diajak turut membuat keputusan, mencakup merumuskan tujuan, 
maksud dan target. 
Salah satu metodologi perencanaan pembangunan yang baru adalah 





masyarakat dalam mengontrol dan ketergantungan mereka terhadap 
sumber-sumber yang dapat diraih di dalam sistem 
lingkungannya.Pengetahuan para perecana teknis yang berasal dari 
atas umumnya amat mendalam. Oleh karena keadaan itu, sistem 
perencanaan harus didesain sesuai dengan respon masyarakat, bukan 
hanya karena keterlibatan mereka yang begitu esensial dalam meraih 
komitmen, tetapi karena masyarakatlah yang mempunyai informasi 
yang relevan yang tidak dapat dijangkau perencanaan tekis atasan 
(Slamet,1993). 
3) Tahap partisipasi dan pelaksanaan. 
Kegiatan partisipasi mayarakat dalam pembangunan, seringkali 
diartikan sebagai partisipasi mastyarakat banyak (yang umumnya 
lebih miskin) untuk secara sukarela menyumbangkan tenaganya 
didalam kegiatan pembangunan. Di pihak lain, lapisan yang ada 
diatasnya (yang umumnya terdiri atas orang kaya) yang lebih banyak 
memperoleh manfaat dari hasil pembangunan, tidak dituntut 
sumbangannya secara proposional. Karena itu, partisipasi masyarakat 
dalam tahap pelaksanaan pembangunan harus diartikan sebagai 
pemerataan sumbangan masyarakat dalam bentuk sumbangan kerja, 
uang tunai, dan atau beragam bentuk korbanan lainnya yang sepadan 







4) Tahap partisipasi dalam pemantauan dan evaluasi. 
  Kegiatan pemantauan dan evaluasi program dan proyek 
pembangunan sangat diperlukan.Bukan saja agar tujuannya dapat 
tercapai seperti yang diharapkan, tetapi juga diperlukan untuk 
memperoleh umpan balik tentang masalah-masalah dan kendala yang 
muncul dalam pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan.Dalam 
hal ini, partisipasi masyarakat mengumpulkan informasi yang 
berkaitan dengan perkembangan perilaku aparat pembangunan sangat 
di perlukan (Mardikanto,2001). 
5) Tahap partisipasi dalam pemanfaatan hasil kegiatan. 
  Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan, merupakan 
unsur terpenting yang sering terlupakan.Sebab tujuan pembangunan 
adalah untuk memperbaiki mutu hidup masyarakat banyak sehingga 
pemerataan hasil pembangunan merupakan tujuan utama. Di samping 
itu, pemanfaatan hasil pembangunan akan merangsang kemauan dan 
kesukarelaan masyarakat untuk selalu berpartisipasi dalam setiap 
program pembangunan yang akan datang (Mardikanto,2001).  
 Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan adalah kesadaran yang tidak bisa 
muncul dengan sendirinya. Kesadaran tersebut perlu adanya mediasi 
dalam ruamg publik yang bebas, dan bisa jadi perlu dibimbing dan 
diarahkan sampai partisipasi itu benar-benar menghasilkan proses 





keterlibatan itu, maka suatu pembangunan akan bisa dirasakan secara 
merata, dan tidak hanya oleh pihak-pihak tertentu saja.  
 Partisipasi sangat dibutuhkan dan tidak benar kalau masyarakat 
melempar tanggung jawab karena tidak tahu siapa yang bertanggung 
jawab dalam pembangunan.Dengan demikian sukses pembangunan 
tergantung dari partisipasi masyarakat, semua lapisan masyarakat 
bersama-sama bertanggung jawab bergerak untuk meningkatkan 
swadaya demi kesejahteraan bersama. 
c. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi 
Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi partisipasi 
masyarakat dalam suatu program Angell (dalam Ross, 2007:130) 
mengatakan partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh 
banyak faktor. Faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang 
dalam berpartisipasi, yaitu: 
1) Usia 
Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang 
terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari 
kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada 
nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih 








2) Jenis kelamin 
Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa 
mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di 
dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan 
perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi 
semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan 
adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin 
baik. 
3)  Pendidikan 
Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk 
berpartisipasi.Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup 
seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi 
peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat. 
4)  Pekerjaan dan penghasilan 
Pekerjaan dan penghasilan cenderung tidak dapat dipisahkan satu 
sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa 
penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang 
baik dan mencukupi kebutuhan hidup dapat mendorong seseorang 
untuk berpartisipasi dalam masyarakat.Pengertiannya, untuk 








5)  Lamanya tinggal 
Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan 
pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan 
berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal 
dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan 
lebih dalam partisipasi yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan 
tersebut. 
Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam suatu 
program juga dapat berasal dari unsur luar/lingkungan. Menurut Holil 
(1980: 10) ada 4 poin yang dapat mempengaruhi partisipasi 
masyarakat yang berasal dari luar/lingkungan, yaitu: 
1) Komunikasi yang intensif antara sesama warga masyarakat, antara 
warga masyarakat dengan pimpinannya serta antara sistem sosial di 
dalam masyarakat dengan sistem di luarnya. 
2) Iklim sosial, ekonomi, politik dan budaya, baik dalam kehidupan 
keluarga, pergaulan, permainan, sekolah maupun masyarakat dan 
bangsa yang menguntungkan bagi serta mendorong tumbuh dan 
berkembangnya partisipasi masyarakat. 
3) Kesempatan untuk berpartisipasi. Keadaan lingkungan serta proses 
dan struktur sosial, sistem nilai dan norma-norma yang 
memungkinkan dan mendorong terjadinya partisipasi sosial. 
4) Kebebasan untuk berprakarsa dan berkreasi. Lingkungan di dalam 





memungkinkan dan mendorong timbul dan berkembangnya prakarsa, 
gagasan, perseorangan atau kelompok. 
3. Motivasi  
Menurut Hamzah B. Uno (2012:23), motivasi merupakan dua hal 
yang saling mempengaruhi. Hakikat motivasi adalah dorongan internal dan 
eksternal pada siswa-siswa yang sedang belajar untuk mengadakan 
perubahan tingkah laku. Faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan 
berhasil, dorongan kebutuhan belajar, dan harapan akan cita-cita. Faktor 
ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan yang kondusif dan 
kegiatan belajar yang menarik.Kedua faktor tersebut disebabkan oleh 
rangsangan tertentu, sehingga seseorang berkeinginan untuk melakukan 
aktivitas belajar lebih semangat. 
Berdasarkan Perspektif psikologi kognitif, motivasi yang lebih 
signifikan bagi siswa adalah motivasi intrinsik karena lebih murah dan 
langgeng serta tidak bergantung pada dorongan atau pengaruh orang lain. 
Selanjutnya, dorongan mencapai prestasi dan dorongan memiliki 
pengetahuan dan keterampilan untuk masa depan juga memberi pengaruh 
kuat dan relative lebih langgeng dibandingan dengan dorongan hadiah atau 
dorongan keharusan dari orang tua atau guru.Motivasi adalah keadaan 
internal organismedalam diri manusia yang mendorong untuk berbuat 
sesuatu.Dalam pengertian ini, motivasi berarti termasuk daya (energizer) 





Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan, motivasi adalah 
daya dorong atau kondisi dimana siswa terdorong untuk melakukan suatu 
kegiatan dan memberikan arahan pada kegiatan belajar, demi mencapai 
tujuan tertentu. kondisi ini dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor 
ekstrinsik siswa. Motivasi salah satu faktor yang menentukan tingkatan 
intensitas dan konsistensi belajar siswa, jika motivasi belajarnya tinggi 
maka intensitas siswa untuk belajar juga tinggi sehingga mencapai prestasi 
belajar yang diinginkan. 
Motivasi adalah harapan untuk mendapatkan kepuasan dalam 
menyelesaikan tugas dan menantang. Motivasi merupakan dorongan untuk 
berperilaku tertentu dalam menyelesaikan tugas dengan suatu standar 
keunggulan yang hasilnya dapat dievaluasi (Riva’i, 2000:4). Motivasi 
merupakan kekuatan yang berhubungan dengan pencapaian standar 
keunggulan, kepandaian, yang merupakan suatu dorongan yang terdapat 
dalam diri seseorang sehingga ia berusaha dalam semua aktivitas setinggi-
tingginya.  
Motivasi sebagai suatu kondisi pendorong dalam diri individu yang 
memegang peranan penting dalam beberapa situasi untuk memelihara atau 
membuat penampilan atau keunggulan dirinya yang tinggi. Motivasi adalah 
dorongan yang menggerakkan seseorang untuk melakukan keinginan yang 
dilandasi adanya tujuan mencapai prestasi yang baik (Sardiman, 2007). 
Indikator motivasi: 





b. Menyelesaikan tugas dengan baik. 
c. Rasional dalam meraih keberhasilan. 
d. Manfaat mempelajari mata pelajaran. 
e. Menerima tanggung jawab pribadi untuk sukses. 
f. Menyukai situasi pekerjaan dengan tanggung jawab, umpan balik 
danresiko tingkat menengah (Sani, 2007). 
4.  Sikap Fiskus 
a. Pengertian Sikap 
Sikap dipahami sebagai pernyataan evaluatif baik yang 
menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa 
(Robbinson, 2011). Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi 
interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia disekelilingnya 
(Nimran, 1999). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut,  dapat 
diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari fiskus, baik 
yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang 
atau peristiwa (Hardika, 2006). 
b. Pengertian Fiskus 
Fiskus merupakan petugas pajak. Jadi, pelayanan fiskus dapat 
diartikan sebagai cara petugas pajak dalam membantu, mengurus, atau 
menyiapkan segala keperluan yang dibutuhkan seseorang yang dalam hal 
ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 dalam Arum, 2012). Rahayu 
(2010:28) menyatakan salah satu langkah penting yang harus dilakukan 





pelayanan adalah memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak 
dalam mengoptimalkan penerimaan negara. Tujuan pelayanan ini : 
1) Tercapainya tingkat kepatuhan sukarela Wajib Pajak yang tinggi. 
2) Tercapainya tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan 
yang tinggi. 
3) Tercapainya produktifitas aparat perpajakan. 
Dalam hal untuk mengetahui bagaimana pelayanan terbaik yang 
seharusnya dilakukan oleh aparat pajak kepada wajib pajak, diperlukan 
juga pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai aparat pajak. 
Hak-hak aparat pajak yang diatur dalam Undang-undang Perpajakan 
dapat dijelaskan sebgai berikut.  
c. Hak Fiskus  
Hak-hak fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan Indonesia adalah 
sebagai berikut (Ilyas dan Burton, 2010:210):  
1) Hak menerbitkan NPWP atau NPPKP secara jabatan. 
2) Hak menerbitkan surat ketetapan pajak. 
3) Hak menerbitkan Surat Paksa dan Surat Perintah Melaksanakan 
Penyitaan. 
4) Hak melakukan pemeriksaan dan penyegelan. 
5) Hak menghapuskan atau mengurangi sannksi administrasi. 
6) Hak melakukan penyidikan. 
7) Hak melakukan pencegahan. 





d. Kewajiban Fiskus  
Kewajiban fiskus yang diatur dalam UU Perpajakan adalah: 
1) Kewajiban untuk membina WP. 
2) Kewajiban menerbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar. 
3) Kewajiban merahasiakan data WP. 
4) Kewajiban melaksanakan putusan. 
e. Sikap Fiskus 
Sikap dipahami sebagai pernyataan evaluatif baik yang 
menguntungkan atau tidak tentang objek, orang atau peristiwa 
(Robbinson, 2011). Perspektif individu sikap dapat menjadi dasar bagi 
interaksi seseorang dengan orang lain dan dengan dunia disekelilingnya 
(Nimran, 1999). Berdasarkan dari pengertian sikap tersebut Sikap dapat 
diartikan sebagai pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari fiskus, baik 
yang menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai objek, orang 
atau peristiwa (Hardika, 2006). 
        Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar 
pajak tergantung pada bagaimana sikap petugas pajak memberikan suatu 
pelayanan yang terbaik kepada wajib pajak. Selama ini peranan fiskus 
memiliki lebih banyak peran sebagai seorang pemeriksa. Padahal untuk 
menjaga agar wajib pajak tetap patuh terhadap kewajiban perpajakannya 





Selain mengatur hak dan kewajiban bagi Wajib Pajak, ketentuan 
umum dan tata cara perpajakan juga mengatur ketentuan bagi petugas 
pajak (Supramono dan Damayanti, 2009:18), antara lain :  
1) Pegawai pajak yang karena kelalaiannya, dengan sengaja menghitung, 
atau menetapkan pajak tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang 
Perpajakan akan dikenai sanksi sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 
2) Pegawai pajak yang dalam melakukan tugasnya dengan sengaja 
bertidak di luar kewenangannya yang diatur dalam ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan dapat diajukan ke unit 
internal Departemen Keuangan yang berwenang melakukan 
pemeriksaan dan investigasi. Apabila terbukti melakukannya maka 
pegawai pajak tersebut akan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan.  
3) Pegawai pajak yang dalam tugasnya terbukti melakukan pemerasan 
dan pengancaman kepada Wajib Pajak agar menguntungkan diri 
sendiri secara melawan hukum akan diancam denagn pidana 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 368 KUH Pidana.  
4) Pegawai pajak yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri 
secara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya 
memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar, dan 
menerima pembayaran, atau mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri 





UU No. 31 tahun 1999 tentang tindak Pidana Korupsi dan 
Perubahannya.  
Pegawai pajak tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana 
apabila dalam melaksanakan tugasnya didasarkan itikad baik dan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.  
5. Sanksi  Perpajakan  
a. Pengertian Sanksi Perpajakan  
Mardiasmo (2009:56) menyatakan Sanksi perpajakan merupakan 
jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan 
(norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi.Atau bisa dengan kata 
lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak 
melanggar norma perpajakan. Pengetahuan tentang sanksi dalam 
perpajakan menjadi penting karena pemerintah lndonesia memilih 
menerapkan self assessment system dalam rangka pelaksanaan 
pemungutan pajak. 
Berdasarkan sistem ini, Wajib Pajak diberikan kepercayaan untuk 
menghitung, menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri.Untuk dapat 
menjalankannya dengan baik, maka setiap Wajib Pajak memerlukan 
pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis 
administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan 
target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang 





Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk 
menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban 
perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami 
sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari 
apa yang dilakukan ataupun tidak dilakukan. “Sanksi perpajakan 
merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa 
Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan” (Mardiasmo, 2011 :59). 
b. Kategori Sanksi Pajak 
Sanksi pajak merupakan suatu alat pencegah bagi wajib pajak agar tidak 
melanggar ketentuan perpajakan. Menurut Purwono (2010:68) 
berdasarkan jenisnya, “sanksi di bidang perpajakan dapat dikelompokkan 
menjadi dua kategori yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana”.  
1) Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian terhadap negara 
yang bisa berupa denda administrasi, bunga, atau kenaikan pajak yang 
terutang. Sanksi administrasi ditekankan kepada pelanggaran-
pelanggaran administrasi perpajakan yang tidak mengarah kepada 
tindak pidana perpajakan (Purwono, 2010 :68). 
2)  Sanksi pidana merupakan upaya terakhir dari pemerintah agar norma 
perpajakan benar-benar dipatuhi. Sanksi pidana ini bisa timbul karena 
adanya tindak pidana pelanggaran yaitu tindak pidana yang 
mengandung unsur ketidaksengajaan atau kealpaan, atau dikarenakan 





unsur kesengajaan atau kelalaian/pengabaian. Sedangkan ancaman 
sanksi pidana dapat berupa denda pidana, pidana kurungan, atau 
pidana penjara (Purwono, 2010 :68). 
c. Indikator Sanksi Perpajakan  
Menurut Arum (2012), Indikator Sanksi Perpajakan meliputi :  
1) Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan wajib pajak 
dalam memenuhi kewajiban perpajakan. 
2) Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua 
wajib pajak yang melakukan pelanggaran. 
3) Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar 
kecilnya pelanggaran yang sudah dilakukan. 
4) Penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan 
yang berlaku. 
Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akandituruti atau 
dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah 
agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). 
Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila 
memandangbahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya 
(Nugroho, 2006). Pandangan tentang sanksi perpajakan tersebut diukur 
dengan indikator (Yadnyana, 2009) sebagai berikut. 






2) Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar pajak sangat 
ringan. 
3) Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana 
untuk mendidik wajib pajak. 
4) Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi. 
5) Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan. 
 
B. Studi Penelitian Terdahulu 
Tabel 2.1 
Studi Penelitian Terdahulu 
 
No Nama Peneliti Judul Penelitian Alat Analisis Hasil Penelitian 








Wajib Pajak, Kesadaran 
Pajak, Sanksi Perpajakan 
Dan Pelayanan Fiskus 
Terhadap Kepatuhan 
Wajib Pajak (Studi 
Empiris Pada Wajib Pajak 
Orang Pribadi Yang 








dari wajib pajak 
orang pribadi 











Pemahaman wajib pajak 
(WP), kesadaran pajak 
dan sanksi pajak 
berpengaruh signifikan 
terhadap kepatuhan 
wajib pajak orang 
pribadi di KPP Pratama 
Manado.Pelayanan 
fiskus tidak bepengaruh 
signifikan terhadap 
kepatuhan WP orang 
pribadi. Koefisien 
determinasi menunjuk-
kan bahwa pemahaman 
WP, kesadaran perpajak-
an, sanksi pajak dan 
pelayanan fiskus sebesar 
66,50%, sisanya 33,50% 
dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak termasuk 
model penelitian. 






Perpajakan, Sanksi Pajak 
Dan Kesadaran Wajib 
Pajak Terhadap 
Kepatuhan Wajib Pajak 
Orang Pribadi Dalam 
















Dan Bangunan Di Desa 
Kalidengen, Kecamatan 
Temon, Kabupaten Kulon 





positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan 
WPOP PBB., dan 
Pengetahuan perpajakan, 
sanksi pajak, dan 
kesadaran wajib pajak 
secara bersama-sama 
berpengaruh positif dan 
signifikan terhadap 
kepatuhan WPOP PBB. 
 
3 Frengki C H 
Siahaan 




Pajak Bumi Dan 











F), dan uji 
regresi parsial 
(uji t). 
Variabel tingkat sikap 
(X1) dan variabel tingkat 
motivasi (X2) dengan 
Partisipasi (Y) ada 
korelasi positif 
dan sangat signifikan. 
Variabel Sikap (X1) 
kurang mendukung 
partisipasi. Variabel 
Motivasi (X2) adalah 
kurang tinggi, dilihat 
dari jawaban responden 




B. Kerangka Pemikiran 
Sugiyono (2016:91) mengemukakan bahwa kerangka penelitian 
merupakan model konseptual yang akan menjelaskan secara teoritis 
pertautan antar variabel yang akan diteliti, dijelaskan hubungan antar 
variabel independen dan depende. Untuk lebih jelasnya dapat digambarkan 
sebagai berikut : 
1. Pengaruh motivasi masyarakat terhadap partisipasi pembayaran pajak 





Motivasi merupakan dua hal yang saling mempengaruhi. Hakikat 
motivasi adalah dorongan internal dan eksternal (Hamzah B. Uno 
(2012:23). Dalam rangka menumbuhkan motivasi masyarakat dalam hal 
membayar pajak, maka aparat pajak harus melakukan sosialisasi kepada 
masyarakat mengenai pajak. Dengan adanya motivasi akan 
menumbuhkan partisipasi bahwa pajak digunakan untuk keperluan 
negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat. Frengki C H Siahaan 
(2008) menunjukkan bahwa ada korelasi positif dan sangat signifikan 
terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. 
2. Pengaruh sikap fiskus terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan    
bangunan 
Pelayanan fiskus dapat diartikan sebagai cara petugas pajak dalam 
membantu, mengurus, atau menyiapkan segala keperluan yang 
dibutuhkan seseorang dalam hal ini adalah wajib pajak (Jatmiko, 2006 
dalam Arum, 20012). Rahayu (2010:28) menyatakan salah satu langkah 
penting yang harus dilakukan pemerintah sebagai wujud nyata 
kepedulian pada pentingnya kualitas pelayanan. Adanya peningkatan 
kualitas pelayanan diharapkan mampu memberikan kepuasan kepada 
wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dalam 
membayar pajak. Dengan begitu, pemerintah mampu memaksimalkan 
pemasukan dari sektor pajak. Sikap fiskus juga berpengaruh positif dan 
signifikan tehadap partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak dan 





3. Pengaruh sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan 
bangunan 
Sanksi pajak bisa dikatakan sebagai alat pencegah agar wajib pajak 
tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016:63). Adanya 
sanksi pajak dpat mmberikan efek jera bagi wajib pajak yang melanggar 
norma perpajakan atau tidak membayarkan pajaknya, sehingga wajib 
pajak akan meningkatkan partisipasinya dalam membayar pajak dengan 
tepat waktu. Johanes Herbert Tene, dkk (2017 dan Yuni Setyowati, dkk 
(2014) membuktikan bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan 
terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan. 
Uraian kerangka pemikiran tersebut diatas dapat digambarkan 








      
   
  Keterangan : 
      : Pengaruh Parsial 
                                               Gambar 2.1 
















D. Perumusan Hipotesis 
Adapun hipotesis yang terdapat dalam penelitian ini, antara lain sebagai 
berikut: 
H1: Terdapat pengaruh motivasi terhadap partisipasi pembayaran  Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 
H2: Terdapat pengaruh sikap fiskus terhadap partisipasi pembayaran  Pajak 
Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 
H3: Terdapat pengaruh sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran  Pajak 






















A. Pemilihan Metode 
Metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif, yang 
berarti menguji hipotesis dengan menggunakan alat analisis statistik. Metode 
penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitan yang berlandaskan 
pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel 
tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisa data 
bersifat kuantitatif (statistik), dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah 
ditetapkan (Sugiyono,2016:13).  Besar atau kecilnya suatu pengaruh atau 
hubungan antar variabel yang dinyatakan dalam angka-angka, dengan cara 
mengumpulkan data-data yang merupakan faktor pendukung terhadap 
pengaruh antara variabel-variabel yang bersangkutan kemudian mencoba untuk 
dianalisis. Adapun variabel yan dianalisis dalam penelitian ini adalah motivasi 
(X1), sikap fiskus (X2), sanksi pajak (X3) dan partisipasi masyarakat (PBB) 
dalam pembayaran PBB Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 
 
B. Lokasi Penelitian 









C. Teknik Pengambilan Sampel 
1. Populasi 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak orang pribadi 
dalam pembayaran PBB Perkotaan di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal 
yang berjumlah 25.872 SPPT. 
2. Sampel 
Sampel merupakan bagian dari populasi. Berdasarkan jumlah populasinya, 
maka Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 100 
responden (Wajib Pajak Orang pada pembayaran PBB)di wiayah kecamatan 
Tarub Kabupaten Tegal.Penentuan besarnya 100 responden sebagai sampel 








n = Jumlah sampel 
N = Jumlah Populasi 
d = Estimasi kesalah/presisi  (Sarwono, 2013:107) 
Populasi dalam penelitian ini diketahui sebesar 25.872 orang, sedangkan 
tingkat presisi yang ditetapkan sebesar 10% (0,1) sehingga jumlah sampel 

















=  99,61497 
dibulatkan menjadi 100 responden. Dengan demikian jumlah sampel dalam 
penelitian ini adalah 100 responden yang diambil dengan cara convinience 
sampling yaitu teknik pengambilan sampel (sampling) dimana anggota 
sampel yang diambil atau dipilih berdasarkan kemudahan memperoleh data 
yang dibutuhkan, atau unit sampel yang ditarik mudah diukur dan bersifat 
kooperatif (Hamid, 2010). Pertimbangannya adalah kedekatan lokasi 
penelitian dan  kemudahan menemui responden PBB. Adapun penulis 
membagikan kuesioner dengan cara membagi ke 5 responden di setiap desa 
wilayak Kecamatan Tarub yang berjumlah 20 desa, sehingga genap 
berjumlah 100 responden. 
 
D. Definisi Konseptual dan Operasional Variabel 
Variabel penelitian pada dasarnya adalah segala sesuatu yang berbentuk 
apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh 
informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 
2012:38). Dalam suatu penelitian terdapat beberapa variabel yang harus 
ditetapkan dengan jelas sebelum memulai pengumpulan data. Variabel adalah 
objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Dalam 






1. Definisi Konseptual Variabel  
a. Variabel Dependen (Y), variabel ini sering disebut sebagai variabel 
output, kriteria, konsekuen. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 
sebagai variabel terikat.Variabel terikat merupakan variabel yang 
dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas 
(Sugiyono 2012:39).Variabel dependen pada penelitian ini adalah 
Partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Adapun definisi 
Partisipasi masyarakatadalah merupakan kerjasama yang erat antara 
perencana dan rakyat, dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan 
dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai. 
b. Variabel Independen (X), variabel ini sering disebut sebagai variabel 
stimulus, predictor antecedent. Dalam bahasa Indonesia sering disebut 
sebagai variabel bebas.Variabel bebas adalah merupakan variabel yang 
mempengaruhi atau yang menjadi sebab timbulnya variabel dependen 
(Sugiyono, 2012:59). Yang menjadi variabel independen (X) pada 
penelitian ini meliputi : 
1) Motivasi  Masyarakat  dalam hal ini terhadap pembayaran pajak PBB 
adalah dorongan internal dan eksternal pada WP untuk perubahan 
tingkah laku. Faktor intrinsik, berupa hasrat dan keinginan berhasil, 
dorongan kebutuhan, dan harapan akan cita-cita. Faktor 
ekstrinsiknya adalah adanya penghargaan, lingkungan yang kondusif 





2) Sikap Fiskus(X2) merupakan pernyataan atau pertimbangan evaluatif 
dari fiskus, baik yang menguntungkan atau tidak menguntungkan 
mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006). 
3) Sanksi Pajak (X3), merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan 
dituruti/ditaati/dipatuhi. 
2. Definisi Operasional Variabel 
Definisi operasional variabel yang terdiri dari variabel dependen dan 




Variabel Dimensi Indikator Data 
Partisipasi (Y) 
Kesadaran dalam membayar 
pajak, keterlibatan wajib pajak 
secara formal, dan material 
menghasilkan proses 
penyelesaian pajak sesuai 
peraturan yang berlaku. 
(1) Partisipasi 
Formal 
a.Tepat waktu dalam 
menyampaian SPT 
b.Tidak mempunyai 
tunggakan pajak  
c.Tidak pernah 
dijatuhi hukuman  
d. pembukuan dan 









pajak dengan lengkap 
dan jelas. 
b.Menghitung jumlah 
pajak yang terutang 
dengan benar. 
 
Motivasi  Masyarakat  (X1) 
adalah dorongan internal dan 
eksternal seseorang untuk 
mengadakan perubahan 
tingkah laku. Faktor intrinsik, 
berupa hasrat dan keinginan 
berhasil, dorongan kebutuhan, 
dan harapan akan cita-cita. 
Faktor ekstrinsiknya adalah 
adanya penghargaan, 
lingkungan yang kondusif dan 


















kegiatan belajar yang menarik. 
2012). 
Sikap Fiskus (X2) merupakan 
pernyataan atau pertimbangan 
evaluatif dari fiskus, baik yang 
menguntungkan atau tidak 
menguntungkan mengenai 
objek, orang atau peristiwa 
(Hardika, 2006). 




informasi dengan jelas 
dan mudah dimengerti 
Interval 
 
(2) Berwujud a.Kebersihan 
b.kerapihan 
c.kenyamanan ruangan 
(3) Empati Pelayanan tanpa 
memandang status 
sosial 
Sanksi Pajak (X3) 
Sanksi perpajakan merupakan 
jaminan bahwa ketentuan 
peraturan perundang-undangan 

















E. Teknik Pengolahan Data 
Teknik pengolahan data yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan program computer SPSS for Windows Versi 23. Data 
yang menjadi sampel adalah data wajib pajak Badan.Jenis data yang digunakan 
adalah data primer yang diperoleh dari responden melalui 
kuesioner/angket.Data tersebut lalu diolah, disajikan, dan dianalisa untuk 
mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
 
1. Uji Validitas (uji kesahihan) Instrumen 
Uji validitas digunakanuntuk mengukur kesahihanatau valid tidaknya 
suatu kuesioner.Validitas merupakantingkat kemampuan suatuinstrumen 





yangdilakukan dengan instrumentersebut. Instrumen dikatakanvalid jika 
instrumen ini mampumengukur apa saja yang hendak diukurnya, mampu 
mengungkapkanapa yang ingin diungkapkan.Uji validitas yangdigunakan 
dalam penelitian iniadalah teknik one shoot methodedengan program 
SPSS.Apabila nila r hitung instrumenlebih besar dari r tabel maka 
dinyatakan valid. 
2.  Uji Reliabilitas (uji keandalan) 
Reliabilitas menunjukkansejauh mana suatu instrumendapat memberikan 
hasil yangkonsisten, apabila pengukurandilakukan berulang-ulang. 
Pengujianreliabilitas ini hanyadilakukan terhadap butir-butiryang valid, 
yang diperoleh melaluiuji validitas. Untuk melihattingkat reliabilitas data, 
SPSSmemberikan fasilitas untukmengukur reliabilitas, jikaCronbach Alpha 
>0,6 makareliabilitas pertanyaan bisa diterima, Ghozali (2016:42). Alatukur 
atau instrumen pengumpuldata harus memenuhi syaratvaliditas dan 
reliabilitas, sehinggadata yang diperoleh daripengukuran jika diolah 
tidakmemberikan hasil yang menyesatkan.Analisis validitas danreliabilitas 
akan dilakukan denganbantuan paket programSPSS (Statstical Product 
ServiceSolution) 
F. Analisis Data dan Uji Hipotesis 
1. Analisis Data 
Analisis ini dilakukan dengan menggunakan teknikanalisis regresi 
berganda untuk mengolah dan membahas data yang telah diperolehdan 





untukdigunakan pada penelitian ini karena teknik regresi berganda dapat 
menyimpulkansecara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel 
bebas (X) yaitu motivasi (X1), sikap fiskus (X2) dan sanksi pajak (X3) serta 
partisipasi masyarakat (Y) dalam pembayaran PBB Kecamatan Tarub 
Kabupaten Tegal. 
a. Uji Statistik Deskriptif 
Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk 
menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan 
data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi 
(Sugiyono, 2012:147). 
b. Pengujian Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik initerdiri dari uji multikolinearitas, uji autokorelasi,  
uji heteroskedastisitas dan uji normalitas. 
1) Uji Multikolinearitas 
Menurut Gozali (2016), uji multikolinearitas bertujuan untuk 
menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar 
variabel bebas (independen). Model regresi yang baik, seharusnya 
tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada 
atau tidaknya multikolonieritas dalam model regresi adalah dilihat dari 
(1) nilai tolerance dan (2) Variance Inflation Factors (VIF). 
VIF merupakan salah satu cara untuk mendeteksi multikolinearitas 





diterangkan oleh semua variabel penjelas lainnya di dalam persamaan 
regresi. Batas dari VIF adalah 10 dan nilai tolerance value adalah 0,1. 
Jika nilai VIF lebih besar dari 10 dan nilai tolerance value kurang dari 
0,1 maka terjadi multikolinearitas.  
2) Uji Autokorelasi 
Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada 
suatu model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada 
periode t dengan kesalahan pada periode t-1 (Imam Ghozali, 
2016:107).Untuk dapat mendeteksi ada tidaknya autokorelasi ini, 
dapat dilakukan dengan menggunakanUji Durbin Watson (DW 
Test).Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi tingkat 
satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan 
tidak ada variabel lagi antara variabel independen. Hipotesis uji 
adalah: 
H0 : tidak ada autokorelasi (r = 0) 
H1 : ada autokorelasi (r ≠ 0) 
Selain DW test, gejala autokorelasi juga dapat dilakukan dengan 
metode Run Test. Run Test merupakan salah satu analisis non 
parametrik yang dapat digunakan untuk menguji apakah antar residual 
terdapat korelasi yang tinggi.Jika tidak terdapat korelasi maka 
dikatakan nilai residual adalah acak atau random. 





Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau 
tidaknya penyimpangan.Asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu 
adanya ketidaksamaan varian dari residual untuk semua pengamatan 
pada model regresi. Untuk menentukan apakah ada tidaknya 
heteroskedastisitas dengan grafik scatterplot ini adalah dengan 
menggambarkan scater diagram nilai residu terhadap waktu, atau 
terhadap satu dari variabel-variabel bebas yang di duga sebagai 
penyebab heteroskedastisitas. 
4) Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi 
normal.Seperti diketahui bahwa uji t dan F mengasumsikan bahwa 
nilai residual mengikuti distribusi normal.Kalau asumsi ini dilanggar 
maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.Cara 
untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu 
dengan analisis grafik dan uji statistik (Ghozali, 2016:154). 
c. Analisis statistik 
Uji statistik yang dapat digunakan untuk menguji normalitas 
residual adalah uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). 
Uji K-S dilakukan dengan membuat hipotesis: 
H0 : Data residual berdistribusi normal. 
H1 : Data residual tidak berdistribusi normal. 





(1) Motivasi (X1), Sikap fiskus (X2), dan Sanksi pajak (X3) dan 
partisipasi masyarakat (Y) dalam pembayaran PBB Kecamatan 
Tarub Kabupaten Tegal.Secara statistik maka H0 ditolak, berarti 
data terdistribusi tidak normal. 
(2) Motivasi (X1), Sikap fiskus (X2), Sanksi pajak (X3) dan partisipasi 
masyarakat (Y) dalam pembayaran PBB Kecamatan 
TarubKabupaten Tegal.Nilai Z uji K-S signifikan secara statistik 
maka H0 diterima, berarti data terdistribusi normal. 
2. Uji Hipotesis 
a. Analisis Regresi Linear Berganda 
Data yang digunakan biasanya berskala interval atau 
rasio.Persamaan regresi linear berganda sebagai berikut: 
Y = a+b1X1+b2X2+b3X3+e 
Keterangan: 
Y = Partisipasi Masyarakat WP PBB 
a = Konstanta 
b1;b2; b3;  = Koefisien regresi 
X1  =  Motivasi 
X2  =Sikap Fiskus 
X3  = Sanksi Pajak 
e  = Residual 





Menurut Ghozali (2016), uji statistik t pada dasarnya menunjukkan 
seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam 
menerangkan variabel dependen. Penerimaan atau penolakan hipotesis 
dilakukan dengan kriteria sebagai berikut: 
1) Jika nilai signifikansi t statistik < 0,05 atau –ttabel<  thitung < ttabel, maka 
H0 diterima. Hal ini berarti bahwa suatu variabel independen secara 
individual tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. 
2) Jika nilai signifikansi t statistik > 0,05 atau thitung  > ttabel atau thitung < -
ttabel, maka H0 ditolak. Ini berarti bahwa suatu variabel independen 
secara individual mempengaruhi variabel dependen. 
c. Uji Simultan (Uji F test) 
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah variabel bebas 
secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap 
variabel terikat.Bentuk pengujian: 
H0 : X1 = X2 = X3= 0, artinya Tidak ada pengaruh secara simultan 
Motivasi (X1), Sikap fiskus (X2), dan Sanksi pajak (X3) terhadap 
partisipasi masyarakat (Y) dalam pembayaran PBB Kecamatan 
Tarub Kabupaten Tegal. 
Nilai Fhitungakan dibandingkan dengan Ftabel pada tingkat signifikan ( α ) = 
5%. Kriteria penilaian hipotesis pada uji F ini adalah : 
ρ ( Value ) > 0,05 = ditolak 






d. Uji Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.Nilai 
koefisien determinasi adalah antara nol dan satu.Nilai R
2
 yang kecil 
berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan 
variasi variabel dependen amat terbatas.(Ghozali, 2016).Nilai Adjusted 
R
2
 dapat bernilai negatif, walaupun yang dikehendaki harus bernilai 
positif. Menurut Gujarati dalam Ghozali (2016:96) jika dalam uji empiris 
didapat nilai Adjusted R
2
negatif, maka Adjusted R
2
 dianggap bernilai 
nol. Secara matematis jika R
2




 = 1 sedangkan 
jika nilai R
2
 = 0, maka Adjusted R
2
=(1-k)/ (n-k). Jika k>1, maka 
Adjusted R
2

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Deskripsi Umum Kecamatan  Tarub Kabupaten Tegal 
 
1. Keadaan Wilayah Kecamatan Tarub 
Kecamatan Tarub merupakan salah satu kecamatan yang terletak di 
Kabupaten Tegal, Propinsi Jawa Tengah. Dengan luas wilayah 38,49 km2 
yang meliputi 20 desa/kelurahan. 
Secara topografis, wilayah Kecamatan Tarub sebagian besar merupakan 
daerah dataran rendah, dan sebagian kecil lainnya termasuk daerah dataran 
pantai. Kecamatan Tarub secara administratif terbagi dalam 20 
desa/kelurahan, terdiri dari (1) Brekat, (2) Bulakwaru, (3)Bumiharja, (4) 
Jatirawa, (5)Kabukan, (6) Kalijambe, (7)Karangjati, (8)Karangmangu, (9) 
Kedokan Sayang, (10) Kedung Bungkus, (11)Kemanggungan, 
(12)Kesadikan, (13)Kesamiran, (14) Lebeteng, (15)Mangunsaren, 
(16)Margapadang, (17)Mindaka, (18)Purbasana, (19)Setu, (20)Tarub. 
2. Batas Wilayah Kecamatan Tarub, yaitu : 
a. Sebelah Utara :Kecamatan Kramat 
b. Sebelah Timur :Kecamatan Suradadi dan Kedungbanteng 
c. Sebelah Selatan : Kecamatan Pangkah 








3. Kondisi Demografis 
Menurut data monografi Kecamatan Tarub 2017, jumlah penduduk di 
Kecamatan Tarub berjumlah 172.792 orang dan mempunyai karakteristik 
yang bermacam-macam. Penduduk berjenis kelamin pria sejumlah 86.473 
orang atau 50,05 %, dan berjenis kelamin wanita sejumlah 86.319 orang 
atau 49,95 %. 
4. Sarana Perekonomian  
Jumlah warung banyak terdapat di Kecamatan Tarub kurang sebanyak 276 
buah. Kategori warung di Kecamatan Tarub yakni penyedia sembako, dan 
barang-barang kebutuhan rumah tangga lainnya. Dan kategori toko 
sebanyak 147  yakni, penyedia bahan bangunan, apotik, ritel, dan lain-lain. 
5. Sarana Sosial dan Kebudayaan  
a. Sarana Pendidikan 
Sarana pendidikan terbanyak di Kecamatan Tarub adalah SD yang 
banyak tersebar di tiap desa yakni berjumlah 43 buah. Sedangkan SMA 
berjumlah4 buah. Sedikitnya jumlah SMA di Kecamatan Tarub 
disebabkan banyaknya SMA yang ada di pusat Kota Tegal, sehingga 
masyarakat di Kecamatan Tarub lebih memilih menyekolahkan anaknya 
di pusat Kota Tegal, terutama SMA Negeri yang banyak tersebar di pusat 
kota.  
b. Tempat Ibadah 





c. Kebudayaan Kesenian yang ada di Kecamatan Tarubmayoritas bermain 
gamelan.  
6. Struktur Organisasi Kecamatan Tarub 
Kecamatan Tarub dipimpin oleh seorang camat yakni Drs. Dely Sunarto. 
Dimana Camat ini membawahi langsung antara lain : 
a. Kelompok Jabatan Fungsional. 
b. Sekretariat Kecamatan (Sekcam). 
c. Seksi Tata Pemerintahan. 
d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa. 
e. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum. 
7. Tugas Pokok dan Fungsi 
Dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 Pasal 23, Bupati/ Walikota 
dapat mendelegasikan pelaksanaan evaluasi rancangan peraturan desa 
tentang APB Desa kepada camat atau sebutan lain. Selain itu juga, camat 
mempunyai peran dalam hal penyampaian Laporan Realisasi APB Desa dan 
Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa kepada 
bupati/walikota. Sedangkan, dalam Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 
tentang Laporan Kepala Desa, dalam Pasal 13, Camat diberikan 
kewenangan melakukan fasilitasi dan koordinasi penyusunan laporan 
Kepala Desa di wilayahnya. 
Camat tidak punya kewenangan melakukan pengawasan Laporan Kepala 





bupati/walikota.Merujuk kepada beberapa peraturan yang ada, jika 
di breakdown maka tugas Camat dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a. Melakukan fasilitasi penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala 
Desa 
b. Melakukan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa; 
c. Melakukan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset 
desa; 
d. Melakukan fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-
undangan; 
e. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa; 
f. Melakukan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa; 
g. Melakukan fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan 
Permusyawaratan Desa; 
h. Rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa; 
i. Melakukan fasilitasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah 
dengan perencanaan desa (RPJMD Kab/Kota - RPJMDes); 
j. Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan; 
k. Fasilitasi penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum 
l. Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga 
kemasyarakatan; 
m. Fasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif; 





o. Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta 
penetapan dan penegasan batas desa; 
p. Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan pemberdayaan 
masyarakat Desa; 
q. Melakukan Koordinasi pendampingan desa di wilayahnya;  
r. Melakukan Koordinasi pelaksanaan pembangunan kawasan perdesaan di 
wilayahnya 
Pada sisi lain, berdasarkan sebuah studi menemukan, bahwa aparatur 
kecamatan masih keterbatasan pemahaman dan kapasitas teknis dalam 
implementasi UU Desa. Aparatur kecamatan masih terfokus pada hal-hal 
yang sifatnya administratif saja. Sehingga banyak desa tidak mendapatkan 
fasilitasi yang maksimal dari kecamatan.Atas keterbatasan pemahaman dan 
kapasitas aparatur kecamatan dalam pelaksanaan UU Desa, pemerintah 
diatasnya yang berwenang diharapkan memberikan sosialisasi dan 
memperjelas secara rinci kewenangan kecamatan dalam pendampingan desa 
melalui regulasi yang tegas, jelas dan terperinci. 
Regulasi-regulasi terkait tugas pokok dan fungsi camat, diantaranya UU No 
23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, UU No 6 Tahun 2014 tentang 
Desa, UU No 32 tentang Pemerintah Daerah. 
8. Visi dan Misi  








a. Meningkatkan akses masyarakat untuk berpartisipasi dalam 
pembangunan daerah berdasarkan azas musyawarah mufakat, dan gotong 
royong. 
b. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan, derajat kesehatan 
masyarakat, keluarga berencana, serta peningkatan keberdayaan 
perempuan, perlindungan sosial dan anak. 
c. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan kedaulatan pangan berbasis 
sumberdaya lokal untuk menanggulangi kemiskinan dan pengangguran. 
d. Meningkatkan sarana prasarana dasar serta memperkuat sentra-sentra 
produksi berbasis kewilayahan sesuai dengan karakteristik dan potensi 
wilayah. 
e. Mewujudkan kehidupan masyarakat yang agamis, toleran, harmonis, dan 
saling menghormati. 
f. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, penegakan supremasi 
hukum serta kemudahan investasi dan daya saing daerah.  
g. Menumbuhkan kembali budaya asli daerah sebagai landasan 
pembentukan jati diri dan kepribadian masyarakat. 
 
B. Hasil Penelitian 
1.  Deskripsi Responden  
a. Jenis Kelamin 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh karakteristik responden 






Profil Responden Menurut Jenis Kelamin 
 
No Jenis Kelamin Jumlah  Presentase  
1 Laki-laki 88 88% 
2 Perempuan  12 12% 
 Jumlah  100 100% 
Sumber : data primer yang diolah, 2018 
Berdasarkan hasil jawaban dari 100 responden yang mengisi 
kuesioner memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian, terdapat 
sebanyak 88 responden berjenis kelamin laki – laki dan sebanyak 12 
responden berjenis kelamin perempuan. Maka dapat disimpulkan bahwa 
mayoritas responden dalam penelitian ini adalah responden dengan jenis 
kelamin laki-laki. 
b. Usia Responden 
Karakteristik responden berdasarkan usia yang diperoleh dalam 
penelitian ini, disajikan dalam tabel berikut. 
Tabel 4.2 
Profil Responden Menurut Usia 
 
No Umur  Jumlah Presentase 
1 < 20 Tahun 0 0% 
2 21-30 Tahun 5 5% 
3 31-40 Tahun 15 15% 
4 41-50 Tahun 20 20 % 
5 > 50 Tahun 60 60 % 
 Jumlah  100 100 % 
Sumber : data primer yang diolah, 2018 
Karakteristik responden berdasarkan usianya diklasifikasikan menjadi lima 
kelompok usia. Pengelompokkan dilakukan guna mempermudah dalam 
mendeskripsikan data. Berdasarkan hasil jawaban dari 100 responden dan 





kelompok usia< 20 Tahun, 5 responden masuk dalam kelompok usia 21-30 
Tahun, dan sebanyak 15 responden masuk dalam kelompok usia 31-40 
Tahun, dan sebanyak 20 responden masuk dalam kelompok usia 41-50 
Tahun, dan sebanyak 60 responden masuk dalam usia >50 Tahun. 
  
2.  Hasil Uji Validitas dan Uji Reabilitas 
Sebelum data hasil penelitian dianalisis lebih lanjut, terlebih dahulu 
diuji reliabilitas dan validitasnya untuk mengetahui apakah alat ukur yang 
digunakan berupa item pertanyaan yang diajukan kepada respoden dapat 
mengukur secara cermat, cepat dan tepat apa yang ingin diukur pada 
penelitian ini. 
a. Hasil Pengujian Validitas 
Pengujian validitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur 
yang dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan 
fungsinya.Dalam pengujian validitas bertujuan untuk mengetahui apakah 
pernyataan yang telah diterapkan dalam kuesioner dapat mengukur 
variabel yang ada.Pengujian validitas ini dilakukan dengan mengkorelasi 
skor jawaban responden dari setiap pernyataan.Nilai R hitung 
dibandingkan dengan nilai R tabel, apabila R hitung > R table maka 
dapat disimpulkan bahwa data tersebut valid. Jumlah uji validitas dalam 
penelitian ini menggunakan 100 responden, dengan jumlah sampel 98 
(df=N-2) dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat diketahui R table = 





Berdasarkan uji validitas yang dilakukan terhadap pernyataan 
kuesioner dari variabel motivasi, sikap fiskus, sanksi pajak, dan 
partisipasi adalah sebagai berikut : 
1) .Motivasi 
Tabel 4.3 
Validitas Variabel Motivasi (X1) 
 
Butir Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 
Pernyataan 1 0,892 0,1966 Valid 
Pernyataan 2 0,509 0,1966 Valid 
Pernyataan 3 0,365 0,1966 Valid 
Pernyataan 4 0,817 0,1966 Valid 
Pernyataan 5 0,500 0,1966 Valid 
Pernyataan 6 0,803 0,1966 Valid 
Pernyataan 7 0,821 0,1966 Valid 
Pernyataan 8 0,439 0,1966 Valid 
        Sumber : olah data SPSS 23 
Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari pernyataan 
1 sampai pernyataan 8 diperoleh nilai rhitunglebih besar daripada rtabelpada 
jumlah sampel (N) sebanyak 100, karena itu dapat disimpulkan bahwa 
semua pernyataan yang diuji dalam penelitian ini adalah valid, sehingga 











2) Sikap Fiskus 
Tabel 4.4 
Validitas Variabel Sikap fiskus (X2) 
 
Butir Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 
Pernyataan 1 0,679 0,1966 Valid 
Pernyataan 2 0,839 0,1966 Valid 
Pernyataan 3 0,837 0,1966 Valid 
Pernyataan 4 0,684 0,1966 Valid 
Pernyataan 5 0,489 0,1966 Valid 
Pernyataan 6 0,459 0,1966 Valid 
Sumber : olah data SPSS 23 
Berdasarkan pada tabel diatas dari pernyataan 1 sampai pernyataan 
6 diperoleh nilai rhitung lebih besar daripada rtabelpada jumlah sampel 
(N) sebanyak 100, karena itu dapat disimpulkan bahwa semua 
pernyataan yang diuji dalam penelitian ini adalah valid, sehingga 
semua pernyataan dari variabel sikap fiskus dapat digunakan sebagai 
instrumen penelitian. 
 
3) Sanksi Pajak 
Sanksi Pajak 
Tabel 4.5 Validitas Variabel Sanksi Pajak (X3) 
Butir Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 
Pernyataan 1 0,681 0,1966 Valid 
Pernyataan 2 0,820 0,1966 Valid 
Pernyataan 3 0,827 0,1966 Valid 
Pernyataan 4 0,467 0,1966 Valid 
Pernyataan 5 0,818 0,1966 Valid 
Pernyataan 6 0,669 0,1966 Valid 





Berdasarkan pada tabel diatas dari pernyataan 1 sampai pernyataan 
6 diperoleh nilai rhitunglebih besar daripada rtabelpada jumlah sampel 
(N) sebanyak 100, karena itu dapat disimpulkan bahwa semua 
pernyataan yang diuji dalam penelitian ini adalah valid, sehingga 
semua pernyataan dari variabel sanksi pajak dapat digunakan sebagai 
instrumen penelitian. 
4) Partisipasi (Y) 
     Tabel 4.6 
    Validitas Variabel Partisipasi (Y) 
 
Butir Pernyataan R hitung R tabel Keterangan 
Pernyataan 1 0,780  0,1966  Valid 
Pernyataan 2 0,832  0,1966 Valid 
Pernyataan 3 0,362  0,1966 Valid 
Pernyataan 4 0,842  0,1966 Valid 
Pernyataan 5 0,473  0,1966 Valid 
Pernyataan 6 0,698  0,1966 Valid 
       Sumber : olah data SPSS 23 
Berdasarkan pada tabel diatas menunjukkan bahwa dari pernyataan 
1 sampai pernyataan 6 diperoleh nilai rhitunglebih besar daripada rtabelpada 
jumlah sampel (N) sebanyak 100, karena itu dapat disimpulkan bahwa 
semua pernyataan yang diuji dalam penelitian ini adalah valid, sehingga 
semua pernyataan dari variabel partisipasi dapat digunakan sebagai 
instrumen penelitian. 
b. Hasil Reliabilitas Variabel Independendan Dependen 
Uji reliabilitas merupakan suatu ukuran kestabilan dan konsisten 





suatu variabel dan disusun dalam satu bentuk kuesioner. Uji reliabilitas 
dapat dilakukan bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan untuk 
lebih dari satu variabel. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah 
suatu instrumen yang terdiri dari beberapa item dari beberapa item butir 
pernyataan akan dapat dipercaya atau reliabel apabila nilai Cronbach 
Alpa diatas 0,70 (Ghozali, 2016:47-48). 
Berikut ini hasil pengujian reliabilitas untuk variabel motivasi, 
sikap fiskus, sanksi pajak dan partisipasi adalah sebagai berikut : 
Tabel 4.7 
Hasil Reliabilitas Variabel Penelitian 
 




Motivasi (X1) 0,817  0,70 Reliabel 
Sikap Fiskus (X2) 0,758 0,70 Reliabel 
   Sanksi Pajak (X3) 0,815 0,70 Reliabel 
Partisipasi (Y) 0,762 0,70 Reliabel 
    Sumber : olah data SPSS 23 
Dari hasil perhitungan reliabilitas diperoleh R hitung untuk variabel 
motivasi (X1) sebesar 0,817, sikap fiskus (X2) sebesar 0,758, sanksi pajak 
(X3) 0,815 sebesar, dan partisipasi (Y) sebesar 0,762. Semua variabel 
diatas memperoleh nilai reliabilitas lebih besar dibandingkan 0,70. 
Artinya instrument variabel motivasi (X1), sikap fiskus (X2), sanksi pajak 
(X3), dan partisipasi (Y) dinyatakan reliabel. Dengan demikian, kuesioner 







3. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian 
Statistik deskriptif merupakan gambaran suatu data atau penjelasan 
karakeristik sampel yang digunakan dalam penelitian yang mencakup rata-
rata (mean), dan standar deviasi (Ghozali, 2016:19). Untuk memberikan 
gambaran analisis statistik deskriptif, berikut ini akan kita analisis variabel 
pengetahuan pajak, sikap fiskus, sanksi pajak, motivasi dan partisipasi 
pembayaran pajak : 
Tabel 4.8 
Hasil Analisis Deskriptif Data 
 
Nama Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Motivasi (X1) 100 22,00 39,00 31,6300 4,80037 
Sikap Fiskus (X2) 100 15,00 30,00 
  23,7200 3,94938 
Sanksi Pajak (X3) 100 16,00 30,00 23,8800 3,89063 
Partisipasi (Y) 100 16,00 30,00 24,5400 3,66369 
Valid N (listwise) 100     
Sumber : olah data SPSS  
 
Berdasarkan uji statisktik deskriptif diatas dapat diketahui bahwa data 
penelitian ini sebanyak 100 responden. Berikut ini keterangan dari hasil 
analisis statistik deskriptif yang telah diolah sebagai berikut : 
a. Nilai mean dan standar deviasi yang dimiliki variabel ini adalah 31,63 
dan 4,80. Maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. 
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel motivasi 
masyarakat dalam penelitian ini baik, sebab nilai rata-rata lebih besar 
dari nilai standar deviasinya. 
b. Nilai mean dan standar deviasi yang dimiliki variabel ini adalah 23,72 





Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel sikap fiskus 
dalam penelitian ini baik, sebab nilai rata-rata lebih besar dari nilai 
standar deviasinya. 
c. Nilai mean dan standar deviasi yang dimiliki variabel ini adalah 23,88 
dan 3,890. Maka nilai rata-rata lebih besar dari nilai standar deviasinya. 
Hal ini menunjukkan bahwa kualitas data dari variabel sanksi pajak 
dalam penelitian ini baik, sebab nilai rata-rata lebih besar dari nilai 
standar deviasinya. 
3. Uji Asumsi Klasik 
a. Uji Normalitas 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal, 
melalui Kolmogrov-Smirnovdapat diperoleh dasar pengambilan 
keputusan jika nilai sig > 0,05 maka data berdistribusi normal dan sig < 
0,05 maka data tidak berdistribusi normal (Ghozali, 2016:154-156).  





















 Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,15013360 
Most Extreme Differences Absolute ,062 
Positive ,062 
Negative -,040 
Test Statistic ,062 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 
d. This is a lower bound of the true significance. 
Sumber : olah data SPSS 23 
Berdasarkan hasil output pengolahan data uji normalitas dengan 
menggunakan rumus Kolmogrov-Smirnov Test sebagaimana terterapada 
tablel 4.9, maka diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,200 
atau lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang 
diuji berdistribusi normal. 
b. Uji Mutikolinearitas 
Menurut Ghozali (2016:103-104) uji multikolinearitas bertujuan 
untuk menguji apakah pada model persamaan regresi telah ditemukan 
korelasi ataukah tidak antar sesama variabel bebas (independen). Model 
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel 





berkorelasi, dapat dikatakan variabel-variabel tersebut tidak ortogonal. 
Variabel ortogonal merupakan variabel independen yang nilai korelasi 
antar sesama variabel independen  sama dengan nol.  
 Multikolinearitas juga dapat dilihat (1) nilai tolerance , (2) 
Variance Inflation Factor (VIF). Kedua ukuran tersebut menunjukkan 
bahwa setiap variabel independen manakah yang dijelaskan variabel 
independen yang lain. Dengan demikian tolerance rendah mempunyai 
nilai sama dengan VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance). Nilai cuttof yang 
umumnya dipakai yaitu menunjukkan adanya multikolinearitas dimana 
nilai tolerance>0,10 atau sama dengan VIF<10. 
Tabel 4.10 
Hasil Uji Multikoliearitas 
                                     





1 (Constant)   
Motivsi (X1) ,402 2,487 
Sikap Fiskus (X2) ,557 1,795 
Sanksi Pajak (X3) 
,488 2,050 
 
Sumber : olah data SPSS Versi 23 
 Berdasarkan hasil output uji multikolonieritas pada model 
regresi seperti yang tertera pada tabel 4.10 , diperoleh data bahwa nilai 
tolerancemotivasi masyarakat sebesar 0,402, sikap fiskus sebesar 0,557, 
sanksi pajak 0,488. Semua nilai tolerance tersebut masing-masing biaya 





sikap fiskus sebesar 1,795, dansanksi pajak sebesar 2,050. Semua nilai 
VIF tersebut, masing-masing < 10,00. Sehingga dapat diperoleh suatu 
kesimpulan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak terjadi 
gejala multikolonieritas. 
c. Uji Heteroskedastisitas 
Menurut Ghozali (2016:134) uji heteroskedastisitas bertujuan 
untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan variance 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance 
dari residual satu ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut 
homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model 
regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi syarat 
heteroskedastisitas dan dalam penelitian metode yang digunakan untuk 
menguji menggunakan grafik scatterplot dan analisisnya adalah sebagai 
berikut : 
1. Jika terdapat pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk 
pola tertentu yang teratur (seperti bergelombang, melebar 
kemudian menyempit), maka keadaan demikian 
mengidentifikasikan adanya gejala heteroskedastisitas. 
2.  Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas 








Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas 
 
Sumber : olah data SPSS 23  
Pada gambar di atas dapat dilihat bahwa penyebaran plot yang terpencar 
dan tidak membentuk pola tertentu. Sehingga dapat disimpulkan bahwa 
tidak terjadi gejala Heteroskedastisitas. 
d. Uji Autokorelasi  
Uji autokorelasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pada suatu 
model regresi linier terdapat korelasi antara pengganggu pada periode t 
dengan kesalahan pada periode t-1 (Ghozali,2016:107). Untuk dapat 
mndeteksi ada tidaknya autokolerasi ini. Dapat dilakukan dengan 
menggunakan Uji Durbin Watson hanya digunakan untuk autokorelasi 
tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan 








                                 Tabel 4.11 




Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,656 ,645 2,183 2,027 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
a. Dependent Variable: Partisipasi Y 
 
Berdasarkan tabel perhitungan Uji Autokorelasi yang diperoleh dari 
Durbin Watson hasil sebesar 2,027, jika a = 0,05,n = 100, k = 3 diketahui 
du = 1,7364. Sedangkan 4 – du (4-1,7364) =2,2636. Sehingga hasil 
perhitungan Uji Durbin Watson dimana dengan menggunakan rumusan : 
du < dw < 4 – du sehingga 1,7364 < 2,027 < 2,2636 yang berarti tidak ada 
masalah pada Autokorelasi. 
4.  Hasil Analisis Regresi Berganda 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Regresi Ganda 
                                                                                 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,671 1,590  2,309 ,023 
Motivasi X1 ,094 ,072 ,123 1,298 ,197 
Sikap Fiskus X2 ,425 ,074 ,459 5,714 ,000 
Sanksi Pajak X3 ,327 ,081 ,348 4,055 ,000 
a. Dependent Variable: Partisipasi  Y 
Sumber: olah data SPSS versi 23 
        Ke tiga variabel bebas (X) yaitu Motivasi, Sikap Fiskus, Sanksi 
Pajak, yang dimasukkan dalam model regresi, variabel  Motivasi (X1), 





probabilitas nilai Motivasi(X1)  = 0,197 atau (0,197>0,05), Sikap 
fiskus(X2) = 0,000, Adapun sanksi pajak (X3) = 0,000 menunjukkan bahwa 
partisipasi masyarakat (Y) dipengaruhi oleh kedua variabel X2 dan X3.  
Persamaan regresinya adalah sebagai berikut : 
Y = 3,671 + 0,094 (X1) + 0,425 (X2)+ 0,327 (X3). 
Dari persamaan diatas dapat dijelaskan bahwa : 
a. Konstanta sebesar 3.671 menyatakan bahwa jika tidak ada variabel 
Motivasi, Sikap Fiskus, dan Sanksi Pajak maka Partisipasi pembayaran 
Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal 
sebesar 3.671 satuan. 
b. Koefisien regresi motivasi masyarakat (X1)0,094 artinya jika variabel 
motivasi masyarakat ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka 
akan menyebabkan peningkatan partisipasi pembayaran pajak bumi dan 
bangunan sebesar 0,094  
c. Koefisien regresi untuk variabel sikap fiskus (X2)  sebesar0,425 artinya 
jika variabel sikap fiskus ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap 
maka akan menyebabkan peningkatan partisipasi pembayaran pajak 
bumi dan bangunan sebesar 0,425 satuan. 
d. Koefisien regresi sanksi pajak (X3) sebesar 0,327 artinya jika variabel 
sanksi pajak ditingkatkan sedangkan variabel lain tetap, maka akan 
menyebabkan peningkatan partisipasi pembayaran pajak bumi dan 






5. Hasil Uji Hipotesis 
a. Hasil Uji Statistik F 
Uji Signifikansi simultan (F test) yang dimaksudkan adalah 
apakah Motivasi(X1), Sikap fiskus (X2), dan Sanksi pajak(X3) 
berpengaruh simultan terhadap Partisipasi masyarakat (Y). 




Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 871,156 3 290,385 60,909 ,000
b
 
Residual 457,684 96 4,768   
Total 1328,840 99    
a. Dependent Variable: Partisipasi Y 
b. Predictors: (Constant), Sanksi Pajak X3, Sikap Fiskus X2, Motivasi X1 
 
Hasil pengujian hipotesis pengaruh motivasi, sikap fiskus, dan 
sanksi pajak terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan 
(PBB) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal adalah signifikan, ini 
dibuktikan pada tabel 4.13 yang mana nilai signifikan adalah 0,000 atau 
< 0,05. Oleh karena itu, keputusan hipotesis diterima karena nilai 
signifikan sebesar 0,000.Sehingga motivasi, sikap fiskus, dan sanksi 
pajak memiliki pengaruh secara bersama-sama terhadap partisipasi 
pembayaran pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tarub Kabupaten 
Tegal. 
b. Hasil Uji Statistik t (Uji Parsial) 
 
Menurut Ghozali (2016:97) uji statistik t pada dasarnya 





individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pada 
penelitian ini pengujian dengan menggunakan signifikan level 0,05 (α = 
5%). Adapun kriteria diterima atau ditolaknya hipotesis adalah sebagai 
berikut : 
1. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel dependen. 
2. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak. Hal ini 
menunjukkan variabel dependen tidak berpengaruh secara 
signifikan terhadap variabel independen. 
 
Tabel 4.14 
Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t) 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,671 1,590  2,309 ,023 
Motivasi X1 ,094 ,072 ,123 1,298 ,197 
Sikap Fiskus X2 ,425 ,074 ,459 5,714 ,000 
Sanksi Pajak X3 ,327 ,081 ,348 4,055 ,000 
        a.Dependent Variable :Partisipasi Y 
 
 Sumber : olah data SPSS Versi 23 
Output SPSS tersebut menunjukkan bahwa ke empat variabel secara 





a. Motivasi (X1), dalam model regresi tidak berpengaruh terhadap 
partisipasi masyarakat (Y). Dari hitungan Uji sig = 0,197 > 0,05 (tidak 
signifikan) sehingga dapat disimpulkan bahwa “tidak ada pengaruh 
Motivasi masyarakat terhadap partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan (Y)”, ditolak.  
b. Sikap fiskus(X2),dalam model regresi berpengaruh terhadap partisipasi 
masyarakat (Y). Dari hitungan Uji sig = 0,000< 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa “ada pengaruh Sikap Fiskus (X2) terhadap 
Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y)”, diterima. 
c. Sanksi pajak(X3), dalam model regresi berpengaruh terhadap 
partisipasi masyarakat (Y). Dari hitungan Uji sig = 0,000 < 0,05 
sehingga dapat disimpulkan bahwa “ada pengaruh Sanksi Pajak (X3) 
terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Y)”, 
diterima. 
c. Koefisien Determinasi 
Koefisien determinasi pada hakikatnya mengukur seberapa besar 
kemampuan persamaan model dalam menerangkan variasi yang terdapat 
pada variabel dependen.Nilai R² terletak antara 0 sampai 1 (0 ≤ R² ≤ 
1).Koefisien determinasi dapat dihitung untuk mengetahui pengaruh 
variabel independen terhadap variabel dependen. Jika proses mendapatkan 
nilai R² yang tinggi adalah baik, tetapi jika nilai R² rendah bukan berarti 







 Hasil Koefisien Determinasi 
 
                                                                      Model Summary
b 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 





 ,656 ,645 2,183 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Partisipasi Y 
 
 
Dari hasil output SPSS model summary besarnya adjusted R square 
adalah 0,645 atau 64,5% Hal ini menunjukkan bahwa variabel 
partisipasi pembayaran dipengaruhi oleh variabel motivasi, sikap fiskus, 
dan sanksi pajak sebesar 64,5%. Sisanya 35,5% dipengaruhi oleh faktor 
lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
C. Pembahasan 
   Pembahasan mengenai pengaruh motivasi, sikap fiskus, dan sanksi pajak 
terhadap partisipasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di 
Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal dengan analisis regresi berganda adalah 
sebagai berikut : 
1. Pengaruh motivasi masyarakat terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi 
dan bangunan (PBB) 
          Motivasi masyarakat dalam model regresi tidak berpengaruh signifikan 
terhadap partisipasi masyarakat.Probabilitas sebesar 0,197 tidak signifikan 
pada 0,05. Dengan demikian disimpulkan bahwa motivasi masyarakat 





bumi dan bangunan atau hipotesis ditolak. Hal ini diperkuat dengan hasil 
penelitian kualitatif oleh Frengki C H Siahaan (2008)  tentang pengaruh 
sikap dan motivasi masyarakat terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi 
dan bangunan kota semarang hasilnya secara kualitatif  bahwa motivasi 
masyakarat adalah kurang tinggi. 
2. Pengaruh Sikap Fiskus terhadap Partisipasi Pembayaran Pajak Bumi dan 
Bangunan. 
     Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan dan 
positif antara sikap fiskus dengan partisipasi pembayaran pajak. Adanya 
peningkatan kualitas pelayanan diharapkan mampu memberikan kepuasan 
kepada wajib pajak, sehingga dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak 
dalam membayar pajak. Dengan begitu, pemerintah mampu 
memaksimalkan pemasukan dari sektor pajak. Sikap fiskus juga 
berpengaruh positif dan signifikan tehadap partisipasi masyarakat dalam 
pembayaran pajak dan bangunan (Frengki C H Siahaan, 2008). 
Sikap fiskus dalam model regresi berpengaruh signifikan terhadap 
partisipasi masyarakat. Probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada 0,05 
atau (0,000< 0,05). Dengan demikian disimpulkan bahwa sikap fiskus 
secara parsial berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi 
dan bangunan atau hipotesis diterima.  






     Probabilitas sebesar 0,000 signifikan pada 0,05 atau (0,000<0,05). 
Dengan demikian disimpulkan bahwa sanksi pajak secara parsial 
berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak bumi dan bangunan 
atau hipotesis diterima. 
Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan, cenderung akan 
meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB. Hasil ini 
sama dengan peneltian yang dilakukan oleh Hadi (2010) tentang Pengaruh 
sanksi perpajakan dan penerimaan PBB terhadap kepatuhan wajib pajak 
orang pribadi yang menyatakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan 
dan positif antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. 
Dalam konteks hukum, sanksi berarti hukuman yang dijatuhkan oleh 
pengadilan kepada pihak yang terbukti bersalah. Penerapan sanksi 
diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh 
wajib pajak sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang perpajakan. 
Pengenaan sanksi pajak kepada wajib pajak dapat menyebabkan 
terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat 
meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Wajib pajak akan patuh 
(karena tekanan) karena mereka berfikir adanya sanksi berat akibat 










KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
Berdasakan pembahasan hasil analisis yang telah dijelaskan pada bab 
sebelunya dapat disimpulkan sebagai berikut : 
1. Variabel motivasi tidak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran 
pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 
Dibuktikan dengan nilai signifikan 0,197> 0,05 atau hipotesis ditolak.  
2. Variabel sikap fiskus berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak 
bumi dan bangunan di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Dibuktikan 
dengan nilai signifikan 0,000< 0,05 atau hipotesis diterima. 
3. Variabel sanksi pajak berpengaruh terhadap partisipasi pembayaran pajak 
bumi dan bangunan di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. Dibuktikan 
dengan nilai signifikan 0,000< 0,05 atau hipotesis diterima. Hal ini 
menunjukkan bahwa dengan adanya sanksi yang diberikan kepada wajib 
pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak , sehingga dapat 
memberikan efek jera bagi para wajib pajak yang melanggar peraturan 
perpajakan. 
4. Dari hasil uji koefisien determinasi, diperoleh nilai R2 sebesar 0,645% atau 
64,5%. Dapat diartikan bahwa seluruh variabel independen dapat 
digunakan untuk menjelaskan partisipasi pembayaran kepatuhan 






Tegal sebesar 64,5%. Sisanya 35,5% dipengaruhi oleh faktor lain yang 
tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 
B. Saran 
Beberapa saran yang hendak dikemukakan dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut : 
a. Motivasi  masyarakat  perlu ditingkatkan dengan pemberian sovenir atau 
hadiah khususnya untuk wajib pajak yang selalu tepat waktu dalam 
pembayaran  Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tarub 
Kabupaten Tegal. 
b. Sikap fiskus sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan dalam wawasan 
berpikirnya. Diharapkan lebih ditingkatkan kualitas pelayanannya agar 
masyarakat merasa lebih puas dan selalu berpartisipasi dalam pembayaran 
PBB tepat waktu. 
c. Sanksi pajak perlu dipertegas dan nyata terhadap wajib pajak yang sering 
terlambat membayar pajak. Artinya denda atau sanksi tersebut benar-benar 
diterapkan dalam aturan pembayaran PBB, agar memberikan efek jera bagi 
para penunggak pajak. 
d. Sebagai bahan pertimbngan dalam melakukan penelitian lanjutan yaitu 
meneliti faktor-faktor lain yang dapat meningkatkan partisipasi Wajib 
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PENGARUH MOTIVASI, SIKAP FISKUS DAN SANKSI PAJAK 
TERHADAP PARTISIPASI PEMBAYARAN  PAJAK BUMI DAN 
BANGUNAN (PBB) DI KECAMATAN TARUB 
 KABUPATEN TEGAL 
 
 
       Saya, dari Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas 
Pancasakti Tegal  sedang mengadakan penelitian tentang “Pengaruh Motivasi, 
Sikap Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Partisipasi Pembayaran  Pajak Bumi 
dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tarub Kabupaten Tegal. 
Demi tercapainya perolehan data primer ini, penyusun mohon kesediaan dan 
kesadaran Bapak-Ibu untuk mengisi angket/kuesioner atau daftar pernyataan yang 
telah disediakan berikut sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, karena dalam 
hal ini jawaban Anda: 
 
 Dijamin kerahasiaannya, 
  Tidak ada kaitannya dengan karier Bapak-Ibu 
  Tidak berhubungan dengan Parpol (partai politik) manapun, 
  Semata-mata hanya untuk kepentingan ilmu pengetahuan. 
 
Atas kesediaan Bapak-Ibu meluangkan waktu guna mengisi kuesioner ini, 
penyusun mengucapkan banyak terima kasih. 
 
1. Petunjuk Pengisian 
a. Kepada Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i untuk menjawab seluruh pernyataan 
dengan jujur dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. 
b. Berilah tanda ( √ ) pada kolom yang tersedia dan pilih sesuai hati nurani 
Anda. 
c. Ada 5 alternatif jawaban, yaitu: 
 
1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 
2 = Tidak Setuju (TS) 
3 = Netral (N) 
4 = Setuju (S) 
5 = Sangat Setuju (SS) 
2. Responden 
a.  N a m a  : _________________________________________ 
b.  U s i a  : _________________________________________ 
c.  Jenis Kelamin :  _________________________________________ 
d.  Pendidikan : _________________________________________ 
e.  Lama Bekerja :  _________________________________________ 





A. KUESIONER PARTISIPASI PEMBAYARAN PBB (Y) 
 
 
No PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
  STS TS N S SS 
1 Pemerintah membutuhkan turut serta masyarakat 
(WP) membayar PBB secara tepat waktu  
     
2 Masyarakat khususnya wajib pajak (PBB) 
sebaiknya tidak mempunyai tunggakan pajak 
     
3 Bentuk partisipasi wajib pajak (PBB) yang patuh  
tidak pernah dijatuhi hukuman 
     
4 Partisipasi masyarakat khususnya wajib pajak 
PBB bisa dengan memahami pembukuan pajak   
     
5 Wajib pajak turut serta mengisi formulir pajak 
(PBB) dengan lengkap dan jelas. 
     
6 Wajib pajak turut serta menghitung jumlah pajak 
(PBB) yang terutang dengan benar 
     
 
 
B. KUESIONER MOTIVASI  MASYARAKAT  (X1) 
No PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
  STS TS N S SS 
1 Wajib pajak sebagai anggota masyarakat 
memiliki hasratdan dorongan yang sama 
dalam membayar pajak (PBB) 
     
2 Ada keinginanwajib pajak PBB agar 
penerimaan pajak berhasil mensejahterakan 
rakyat 
     
3 Hasil pembayaran PBB dari masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan pemerintah 
     
4 Harapan masyarakat sebagai wajib pajak 
(PBB) agar penerimaan PBB tidak 
disalahgunakan 
     
5 Masyarakat (WP-PBB) memiliki cita-cita agar 
penerimaan PBB untuk masa depan 
kesejahteraan rakyat 
     
6 Wajib pajak sebagai anggota masyarakat 
mendapat penghargaan setelah membayar 
pajak (PBB)  
     
7 Diperlukan kegiatan yang menarik oleh Fiskus 
terhadap WP agar tida nunggak dalam 






8 Lingkungan wajib pajak yang kondusif dapat 
memotivasi wajib pajak lancar tiap tahun 
membayar PBB 
     
 
C. KUESIONERSIKAP FISKUS (X2) 
 
 
No PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
  STS TS N S SS 
1 Diperlukan kemampuan Fiskus yang cepat 
tanggap menangani keluhan wajib pajak 
     
2 Fiskus memberikan informasi dengan jelas dan 
mudah dimengerti 
     
3 Fiskus menjaga kebersihan ruang untuk 
kenyamanan wajib pajak 
     
4 Kerapihan dan kesantunan Fiskus terhadap wajib 
pajak (PBB) diperlukan agar WP senang  
     
5 Kenyamanan ruangan perlu diupayakan fiskus 
agar wajib pajak kerasan ketika membayar pajak 
(PBB) 
     
6 Wajib pajak (PBB) diberikan layanan oleh fiskus 
tanpa memandang status sosial 
     
 
 
D. KUESIONERSANKSI PERPAJAKAN (X3) 
 
No PERNYATAAN Pilihan Jawaban 
  STS TS N S SS 
1 Sanksi pajak sangat diperlukan agar wajib pajak 
patuh membayar PBB 
     
2 Wajib Pajak yang bandel dikenai sanksi agar 
tercipta kedisiplinan wajib pajak. 
     
3 Pengenaan sanksi dilaksanakan dengan tegas 
kepada semua wajib pajak tanpa pandang bulu 
     
4 Pengenaan sanksi dijatuhkan terhadap wajib 
pajak yang melakukan pelanggaran. 
     
5 Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak agar 
dapat meningkatkan jumlah pajak. 
     
6 Sanksi yang diberikan kepada wajib pajak sesuai 
besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan. 






Partisipasi Pembayaran PBB (Y) 
 
No. 
ITEM PERTANYAAN     
Y 
1 2 3 4 5 6 
1 5 4 3 4 4 5 25 
2 4 5 3 5 3 4 24 
3 5 4 5 4 4 3 25 
4 4 5 4 5 4 4 26 
5 5 4 5 4 4 3 25 
6 5 5 5 5 4 2 26 
7 5 5 4 5 4 4 27 
8 5 2 5 2 5 2 21 
9 5 3 5 3 4 5 25 
10 4 2 4 2 4 5 21 
11 5 5 5 5 5 5 30 
12 4 3 3 3 5 3 21 
13 5 5 5 5 5 5 30 
14 4 4 4 4 5 4 25 
15 4 4 4 4 5 4 25 
16 5 5 5 5 5 5 30 
17 3 3 3 3 5 3 20 
18 5 4 4 4 4 4 25 
19 5 5 3 5 5 5 28 
20 4 4 5 4 3 4 24 
21 4 4 4 4 4 4 24 
22 4 4 3 4 5 4 24 
23 5 5 5 5 5 5 30 
24 3 3 5 3 3 3 20 
25 5 5 5 5 5 5 30 
26 5 5 4 5 4 2 25 
27 5 5 5 5 5 5 30 
28 3 3 3 3 5 3 20 
29 5 5 5 5 5 5 30 
30 4 4 4 4 5 4 25 
31 5 5 5 5 5 5 30 
32 4 2 4 2 4 5 21 
33 4 4 3 4 3 4 22 
34 5 3 5 3 5 3 24 





36 4 4 4 4 4 4 24 
37 5 3 5 3 3 3 22 
38 5 5 3 5 4 5 27 
39 3 4 3 4 3 4 21 
40 3 3 3 3 5 3 20 
41 5 3 5 3 5 5 26 
42 3 3 3 3 2 3 17 
43 5 5 5 5 3 5 28 
44 4 4 4 4 3 4 23 
45 4 4 4 4 5 4 25 
46 5 5 5 5 5 5 30 
47 3 3 3 3 5 3 20 
48 4 4 4 4 4 4 24 
49 5 5 3 5 5 5 28 
50 4 4 5 4 3 4 24 
51 4 4 3 4 3 4 22 
52 5 3 5 3 5 3 24 
53 5 5 5 5 5 5 30 
54 5 2 4 2 4 5 22 
55 3 3 5 3 4 3 21 
56 4 4 5 4 4 4 25 
57 3 5 5 5 5 3 26 
58 5 5 5 5 5 5 30 
59 2 2 4 2 4 5 19 
60 5 5 5 5 3 5 28 
61 2 2 4 2 4 2 16 
62 3 3 5 3 4 3 21 
63 4 4 4 4 4 4 24 
64 5 5 5 5 3 5 28 
65 3 3 5 3 3 3 20 
66 5 5 5 5 5 5 30 
67 4 4 4 4 4 4 24 
68 5 5 5 5 5 5 30 
69 4 4 4 4 4 5 25 
70 5 5 5 5 5 5 30 
71 5 5 4 5 4 5 28 
72 3 3 5 3 4 3 21 
73 4 4 4 4 4 4 24 
74 5 5 5 5 5 5 30 
75 3 3 5 3 3 3 20 





77 5 5 5 5 5 5 30 
78 5 5 5 5 5 5 30 
79 5 2 4 2 4 2 19 
80 3 3 4 3 4 3 20 
81 4 4 4 4 4 4 24 
82 5 5 5 5 5 5 30 
83 3 3 5 3 3 3 20 
84 5 5 5 3 3 5 26 
85 5 5 3 5 5 3 26 
86 2 2 4 2 4 2 16 
87 3 3 5 3 4 3 21 
88 4 4 4 4 4 4 24 
89 5 3 3 5 3 5 24 
90 5 3 4 3 5 5 25 
91 5 3 5 3 5 3 24 
92 3 3 5 3 3 3 20 
93 5 5 3 5 4 5 27 
94 4 4 5 4 5 3 25 
95 4 3 5 3 5 4 24 
96 5 4 5 4 3 3 24 
97 3 5 3 3 3 4 21 
98 4 3 3 5 3 5 23 
99 4 5 5 3 3 3 23 
100 5 3 5 3 3 4 23 















Motivasi Masyarakat (X1) 
 
No. 
ITEM PERNYATAAN       Y 
1 2 3 4 5 6 7 8 
 
1 3 4 3 4 4 5 3 5 31 
2 4 4 3 5 3 4 5 4 32 
3 3 3 3 4 4 3 3 3 26 
4 4 3 3 5 4 4 3 4 30 
5 3 3 3 4 4 3 3 3 26 
6 2 3 4 4 4 2 3 3 25 
7 4 3 4 4 4 4 3 3 29 
8 2 2 5 2 4 2 2 3 22 
9 3 4 3 3 4 3 3 3 26 
10 2 3 4 2 4 2 2 5 24 
11 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
12 3 3 4 3 2 3 3 5 26 
13 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
14 4 4 4 4 5 4 4 5 34 
15 4 4 4 4 3 4 4 5 32 
16 5 4 5 5 5 5 3 5 37 
17 3 5 3 3 3 3 3 5 28 
18 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
19 5 5 4 5 5 5 5 5 39 
20 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
21 4 3 4 3 4 4 4 3 29 
22 4 5 5 4 5 4 4 5 36 
23 5 3 5 5 5 5 5 5 38 
24 3 3 3 3 3 3 3 5 26 
25 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
26 2 3 4 2 4 2 2 5 24 
27 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
28 3 3 4 3 2 3 3 5 26 
29 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
30 4 4 4 4 5 4 4 5 34 
31 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
32 2 3 4 2 4 2 2 5 24 
33 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
34 3 3 5 3 5 3 3 3 28 
35 3 2 3 3 4 3 3 4 25 
36 4 3 3 4 4 4 4 4 30 





38 2 3 4 2 4 2 2 5 24 
39 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
40 3 3 5 3 5 3 3 3 28 
41 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
42 3 3 4 3 2 3 3 5 26 
43 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
44 4 4 4 4 5 4 4 5 34 
45 4 4 4 4 5 4 4 5 34 
46 5 4 5 5 5 5 5 5 39 
47 3 5 3 3 5 3 3 5 30 
48 4 4 4 4 4 4 4 4 32 
49 5 5 4 5 5 5 5 5 39 
50 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
51 4 4 3 4 3 4 4 3 29 
52 3 3 5 3 5 3 3 3 28 
53 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
54 2 3 4 2 4 2 2 5 24 
55 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
56 4 3 3 4 4 4 4 4 30 
57 3 3 5 3 5 3 3 4 29 
58 5 4 4 5 5 5 5 4 37 
59 2 3 4 2 4 2 2 4 23 
60 5 4 4 5 5 5 3 5 36 
61 2 3 4 2 4 2 2 5 24 
62 3 3 4 3 4 3 3 3 26 
63 4 5 3 3 4 4 4 4 31 
64 5 3 5 5 3 5 5 5 36 
65 3 5 3 3 3 3 3 5 28 
66 5 4 4 3 5 5 5 5 36 
67 4 5 3 4 4 4 4 4 32 
68 5 4 4 3 5 3 5 3 32 
69 4 5 3 4 4 3 4 4 31 
70 5 4 4 5 3 5 5 5 36 
71 5 3 4 2 4 2 5 3 28 
72 3 3 3 3 4 3 3 3 25 
73 4 3 5 4 3 5 4 4 32 
74 5 3 5 3 5 2 5 5 33 
75 3 3 3 3 3 3 3 5 26 
76 5 4 4 5 5 5 5 5 38 
77 5 4 4 5 5 5 5 5 38 





79 5 5 4 5 4 5 5 5 38 
80 3 5 3 3 4 5 5 3 31 
81 4 3 5 4 4 4 5 4 33 
82 5 3 5 5 5 5 5 5 38 
83 3 3 3 5 3 5 5 4 31 
84 5 4 4 5 5 5 5 4 37 
85 5 4 4 5 5 3 5 4 35 
86 5 3 4 2 4 3 5 4 30 
87 3 5 3 3 4 3 3 5 29 
88 4 5 5 4 4 3 4 4 33 
89 5 4 4 5 5 3 5 5 36 
90 4 3 4 5 4 3 2 5 30 
91 5 4 4 5 5 3 5 4 35 
92 3 5 4 3 5 3 5 4 32 
93 5 4 5 5 2 5 5 4 35 
94 4 5 4 4 2 5 4 4 32 
95 4 4 4 4 2 3 4 5 30 
96 5 4 5 5 5 3 5 5 37 
97 3 4 3 3 5 4 3 5 30 
98 5 4 4 3 4 5 5 4 34 
99 4 4 4 3 4 3 5 5 32 
100 4 4 5 3 3 4 5 3 31 















Sikap Fiskus (X2) 
 
No. 
ITEM PERTANYAAN     
Y 
1 2 3 4 5 6 
1 3 4 4 5 4 5 25 
2 4 5 5 4 4 4 26 
3 3 4 4 3 3 3 20 
4 4 5 5 4 4 4 26 
5 3 4 4 3 3 3 20 
6 2 5 5 2 4 3 21 
7 4 5 5 4 3 3 24 
8 2 2 2 2 4 3 15 
9 3 3 3 3 3 3 18 
10 2 2 2 5 4 5 20 
11 5 2 2 5 3 5 22 
12 3 3 3 3 4 5 21 
13 5 1 1 2 3 5 17 
14 4 4 4 4 4 5 25 
15 4 4 4 4 3 5 24 
16 5 5 5 5 4 5 29 
17 3 3 3 3 3 5 20 
18 4 4 4 4 3 3 22 
19 5 5 5 3 3 5 26 
20 4 4 4 4 4 3 23 
21 4 3 3 4 3 3 20 
22 4 3 3 4 4 3 21 
23 5 5 5 5 3 5 28 
24 3 3 3 3 3 5 20 
25 5 5 5 5 3 5 28 
26 5 5 5 2 5 5 27 
27 5 4 4 5 3 2 23 
28 3 3 3 3 3 5 20 
29 5 5 5 5 3 5 28 
30 4 4 4 4 4 5 25 
31 5 3 3 5 3 4 23 
32 4 2 2 3 5 4 20 
33 4 4 4 4 2 3 21 
34 5 3 3 3 3 5 22 
35 3 3 3 3 3 5 20 
36 4 4 4 4 4 4 24 





38 5 5 5 5 2 5 27 
39 3 4 4 4 3 3 21 
40 3 3 3 3 3 3 18 
41 5 5 5 5 3 5 28 
42 3 3 3 3 3 5 20 
43 5 5 5 5 3 5 28 
44 4 4 4 4 4 5 25 
45 4 4 4 4 3 5 24 
46 5 5 5 5 5 5 30 
47 3 3 3 3 3 5 20 
48 4 4 4 4 4 4 24 
49 5 5 5 5 3 5 28 
50 4 4 4 4 4 3 23 
51 4 4 4 4 3 3 22 
52 5 3 3 3 3 3 20 
53 5 5 5 5 3 5 28 
54 5 2 2 5 5 5 24 
55 3 3 3 3 3 3 18 
56 4 4 4 4 4 4 24 
57 3 5 5 3 3 4 23 
58 5 5 5 5 5 4 29 
59 2 2 2 5 3 4 18 
60 5 5 5 5 5 5 30 
61 2 2 2 2 3 5 16 
62 3 3 3 3 3 3 18 
63 4 4 4 4 3 4 23 
64 5 5 5 5 5 5 30 
65 3 3 3 3 3 5 20 
66 5 5 5 5 5 5 30 
67 4 4 4 4 3 4 23 
68 5 5 5 5 5 5 30 
69 4 4 4 5 3 4 24 
70 5 5 5 5 5 5 30 
71 5 5 5 5 3 5 28 
72 3 3 3 3 3 3 18 
73 4 4 4 4 3 4 23 
74 5 5 5 5 5 5 30 
75 3 3 3 3 3 5 20 
76 5 5 5 5 5 5 30 
77 5 5 5 5 3 5 28 





79 5 2 2 2 3 5 19 
80 3 3 3 3 3 3 18 
81 4 4 4 4 3 4 23 
82 5 5 5 5 5 5 30 
83 3 3 3 3 3 5 20 
84 5 5 5 3 1 5 24 
85 5 5 5 1 3 5 24 
86 5 2 2 2 2 5 18 
87 3 3 3 3 3 3 18 
88 4 4 4 4 4 4 24 
89 5 5 5 5 5 5 30 
90 2 4 4 5 5 5 25 
91 5 5 5 5 1 5 26 
92 3 5 5 3 3 5 24 
93 3 5 5 5 5 5 28 
94 4 2 5 3 4 4 22 
95 4 5 5 3 5 4 26 
96 5 4 4 3 5 5 26 
97 4 3 3 4 3 5 22 
98 4 5 5 3 5 4 26 
99 4 5 5 3 5 5 27 
100 5 5 5 4 5 3 27 

























Sanksi Pajak (X3) 
 
No. 
ITEM PERTANYAAN     
Y 
1 2 3 4 5 6 
1 4 3 4 4 5 4 24 
2 5 4 5 3 4 3 24 
3 3 5 2 4 3 3 20 
4 4 4 5 4 4 5 26 
5 4 3 4 4 5 4 24 
6 3 5 5 4 5 3 25 
7 5 4 4 4 4 5 26 
8 3 5 5 4 2 3 22 
9 5 5 3 4 3 5 25 
10 5 5 5 4 5 3 27 
11 5 5 5 5 5 4 29 
12 5 5 3 4 3 5 25 
13 5 5 5 5 5 5 30 
14 4 4 4 5 4 4 25 
15 5 4 4 5 4 5 27 
16 4 5 5 5 5 4 28 
17 5 3 4 5 3 4 24 
18 4 4 4 4 4 4 24 
19 5 5 5 5 5 4 29 
20 4 4 4 3 4 4 23 
21 5 4 4 4 4 5 26 
22 4 4 4 5 4 4 25 
23 4 5 5 5 5 5 29 
24 4 4 5 4 3 4 24 
25 4 5 5 5 5 4 28 
26 3 2 2 4 2 3 16 
27 4 5 5 5 5 4 28 
28 5 3 3 2 3 5 21 
29 5 5 5 5 5 5 30 
30 4 4 4 5 4 4 25 
31 4 5 5 5 5 4 28 
32 3 2 2 4 2 3 16 
33 5 4 4 3 4 5 25 
34 3 3 3 5 3 3 20 
35 3 3 3 4 3 3 19 
36 3 4 4 4 4 3 22 





38 3 2 2 4 2 3 16 
39 5 4 4 3 4 5 25 
40 3 3 3 5 3 3 20 
41 4 5 5 5 5 4 28 
42 5 3 3 2 3 5 21 
43 5 5 5 5 5 5 30 
44 4 4 4 5 4 4 25 
45 5 4 4 5 4 5 27 
46 4 5 5 5 5 4 28 
47 3 3 3 5 3 3 20 
48 4 4 4 4 4 4 24 
49 5 5 5 5 5 5 30 
50 4 4 4 3 4 4 23 
51 5 4 4 3 4 5 25 
52 3 3 3 5 3 3 20 
53 4 5 5 5 5 4 28 
54 3 2 2 4 2 3 16 
55 3 3 3 4 3 3 19 
56 3 4 4 4 4 3 22 
57 3 3 3 5 3 3 20 
58 5 5 5 5 5 4 29 
59 3 5 2 4 5 3 22 
60 4 5 5 5 5 4 28 
61 3 2 5 4 2 3 19 
62 3 3 3 4 3 3 19 
63 3 4 4 4 4 3 22 
64 5 5 5 5 5 5 30 
65 4 3 3 3 3 4 20 
66 4 5 5 5 5 4 28 
67 3 4 4 4 4 3 22 
68 4 5 5 5 5 4 28 
69 3 4 4 4 4 3 22 
70 4 5 5 5 5 4 28 
71 3 2 2 4 2 3 16 
72 3 3 3 4 3 3 19 
73 3 4 4 4 4 3 22 
74 5 5 5 5 5 5 30 
75 4 3 3 3 3 4 20 
76 4 5 5 5 5 4 28 
77 4 5 5 5 5 4 28 





79 3 2 2 4 2 3 16 
80 3 3 3 4 3 3 19 
81 3 4 4 4 4 3 22 
82 5 4 5 5 5 5 29 
83 4 4 3 3 3 4 21 
84 4 4 5 5 5 4 27 
85 4 4 5 5 5 4 27 
86 3 4 2 4 3 3 19 
87 3 4 3 4 3 3 20 
88 3 4 4 4 3 3 21 
89 4 4 5 5 3 4 25 
90 3 4 2 4 5 3 21 
91 4 4 5 5 5 3 26 
92 5 4 3 2 5 3 22 
93 5 3 5 5 5 3 26 
94 4 3 4 5 2 3 21 
95 5 3 4 5 2 3 22 
96 4 3 5 5 2 3 22 
97 3 3 3 5 2 3 19 
98 4 3 5 4 2 3 21 
99 5 3 5 5 2 5 25 
100 4 4 5 3 4 5 25 




































1. UJI VALIDITAS MOTIVASI (X1) 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Item_7 Item_8 Skor_Total 

















Sig. (2-tailed)  ,000 ,004 ,000 ,000 ,000 ,000 ,022 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Item_2 Pearson Correlation ,365
**











Sig. (2-tailed) ,000  ,110 ,001 ,201 ,000 ,000 ,027 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
Item_3 Pearson Correlation ,288
**







Sig. (2-tailed) ,004 ,110  ,159 ,003 ,303 ,025 ,061 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 















Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,159  ,010 ,000 ,000 ,011 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) ,000 ,201 ,003 ,010  ,067 ,009 ,053 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 


















N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 












 1 ,112 ,821
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,025 ,000 ,009 ,000  ,267 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 








 ,112 1 ,439
**
 
Sig. (2-tailed) ,022 ,027 ,061 ,011 ,053 ,025 ,267  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

















Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 













2. UJI VALIDITAS SIKAP FISKUS (X2) 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Skor_Total 











Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,221 ,002 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,013 ,096 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,008 ,117 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,023 ,042 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 






 1 ,126 ,489
**
 
Sig. (2-tailed) ,221 ,013 ,008 ,023  ,213 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
Item_6 Pearson Correlation ,309
**
 ,167 ,158 ,203
*
 ,126 1 ,459
**
 
Sig. (2-tailed) ,002 ,096 ,117 ,042 ,213  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








3. UJI VALIDITAS SANKSI PAJAK (X3) 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Skor_Total 











Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,793 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,003 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 









Sig. (2-tailed) ,793 ,003 ,000  ,006 ,817 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,006  ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,817 ,000  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 








4. UJI VALIDITAS PARTISIPASI (Y) 
Correlations 
 Item_1 Item_2 Item_3 Item_4 Item_5 Item_6 Skor_Total 













Sig. (2-tailed)  ,000 ,009 ,000 ,004 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
Item_2 Pearson Correlation ,528
**







Sig. (2-tailed) ,000  ,190 ,000 ,058 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
Item_3 Pearson Correlation ,260
**
 ,132 1 ,062 ,111 ,031 ,362
**
 
Sig. (2-tailed) ,009 ,190  ,538 ,271 ,760 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 











Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,538  ,028 ,000 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 
Item_5 Pearson Correlation ,289
**
 ,190 ,111 ,220
*
 1 ,184 ,473
**
 
Sig. (2-tailed) ,004 ,058 ,271 ,028  ,068 ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 






 ,184 1 ,698
**
 
Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,760 ,000 ,068  ,000 
N 100 100 100 100 100 100 100 













Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  
N 100 100 100 100 100 100 100 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 








1. UJI RELIABILITAS MOTIVASI (X1) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,817 8 
 
2. UJI RELIABILITAS SIKAP FISKUS (X2) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,758 6 
 
3. UJI RELIABILITAS SANKSI PAJAK (X3) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha N of Items 
,815 6 
 
4. UJI RELIABILITAS PARTISIPASI (Y) 
Reliability Statistics 
Cronbach's 






UJI STATISTIK DESKRIPTIF 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
Motivasi_X1 100 22,00 39,00 31,6300 4,80037 
SikapFiskus_X2 100 15,00 30,00 23,7200 3,94938 
SanksiPajak_X3 100 16,00 30,00 23,8800 3,89063 
Partisipasi_Y 100 16,00 30,00 24,5400 3,66369 



















A. UJI ASUMSI KLASIK 
1. UJI NORMALITAS 







 Mean ,0000000 
Std. Deviation 2,15013360 
Most Extreme Differences Absolute ,062 
Positive ,062 
Negative -,040 
Test Statistic ,062 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
c. Lilliefors Significance Correction. 









2. UJI MULTIKOLINEARITAS 
                                     





1 (Constant)   
Motivsi (X1) ,402 2,487 
Sikap Fiskus (X2) ,557 1,795 
Sanksi Pajak (X3) ,488 2,050 






























Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,656 ,645 2,183 2,027 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 



















ANALISIS REGRESI BERGANDA 
 






t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,671 1,590  2,309 ,023 
Motivasi X1 ,094 ,072 ,123 1,298 ,197 
Sikap Fiskus X2 ,425 ,074 ,459 5,714 ,000 
Sanksi Pajak X3 ,327 ,081 ,348 4,055 ,000 
a. Dependent Variable: Partisipasi  Y 
 
UJI HIPOTESIS 





Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 
1 Regression 871,156 3 290,385 60,909 ,000
b
 
Residual 457,684 96 4,768   
Total 1328,840 99    
a. Dependent Variable: Partisipasi Y 





2. UJI STATISTIK T (PARSIAL) 
 







t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 3,671 1,590  2,309 ,023 
Motivasi X1 ,094 ,072 ,123 1,298 ,197 
Sikap Fiskus X2 ,425 ,074 ,459 5,714 ,000 
Sanksi Pajak X3 ,327 ,081 ,348 4,055 ,000 
a. Dependent Variable: Partisipasi Y 
 
3. KOEFISIEN DETERMINASI 
 
                                            Model Summary
b 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 




 ,656 ,645 2,183 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
d. Dependent Variable: Partisipasi Y 
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